
BUPATI KARO

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO

NOMOR 18 rasuN 2021

TENTANG

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasa-tr 25 Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2oL9 tentaag Pedoman

Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi
d.amKabupaterrflKota,ditegaskanbahwaPemerintah
DaerahKabupatenlKotamelakukanpenyesuaian
nomenklatur dan unit kerja sekretariat daerah berdasarkan
Peraturan Menteri dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Tlrgas Pokok, Fungsi dan uraian Tugas Sekretariat Daerah

Kabupaten Kato;

Mengingat : 1. undang-undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daera-h otonom Kabupaten - Ka-bupaten

dalam Lingkungan Daerah Propinsi sumatera utara
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1q56 Nomor

iB, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1A92\;

undang-undang Nomor 17 Tahun 2oo3 tentang Keuangan
Negara {i-embaian Negara Republik Indonesia Tahun 2003
NoLor 47, Tambahan kmbaran Negara Republik lndonesia
Nomor a286l4

undang-undang Nomnr tr Tahun 2oa4 tentang
Perbendaharaan Negara- (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2AO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor a355);

undang-undang Nomor 33 Tahun 2aa4 tentang
Perimbingan K.rr"rgrtt antata Pemerintah rusat dan
pemerint a:narl Daerah (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2ao4 Nomnr L26, Tasrtbahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nornor 4a38];

2.

3.

4.

5. Undang-Undang...
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5" Und.ar:.g-Undang Nomor 12 Tahun 2CI11 tentang
pembentukan Feraturan Fen-rndang-undangan (Lembara-n

Negara Republik Indonesia Tahun Z}fi Nornor 82'

Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nornon

1092}sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang
Nomor 15 tahun Z3tg tentang Perubahan atas Undang-

undang Nornor 12 Tahun 2oL1 ter:tang Pernbentukan

Peraturan Perundang-undanga-n (Lembaran Negara

Repubtik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

LembaranNegaraRepubliklndonesiaNomor6393};

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang

Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Republik
lndonesia Tahun 2a1.4 Nomr:r 244, Tarnliahan Lernbaran

Negara Reputrlik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah

diubah beberapa kaii teralEhir dengan undang-undang
Nomorl].Ta].run2a2atentangCiptaKerja{Lemtraran
Negara Republik Indonesia Tahr-rn 2a2a Nomor 245,

Tambahan Lemtraran Negara Republik Indonesia Nornor

6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2AL4 tentang

Adrninistrasi PErnerintahan {Lembaran Negara Repubiik

Indr:ne*ia Tahun 2affi Nomor 292, Tambahan Len:kraran

Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 18 Tahun 2al6 tentang

Perangkat Daerah {Lembaran Negara RepuLriik Indonesia

Tahun 2aL6 Nornor L14, Tarni:ahan Lerrrbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5837) sebagaimana tetrah diubah
denganPeratura.nPemerintahNomorT2Tahun2oL9
tentang PeruLrahan atas Peraturan Pemerintah Narnor 18

Tahun 2a16 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara

Repr:blik Indonesia Tahun 2aL9 Norncr !87, Tambahan
Lembaran Negara Repuhlik Inclonesia Nomor 6a?2l;

q. Peraturan Menteri Daiam Negeri Republik Indonesia Nomor

80 Tahun 2t)15 Tentang Pernbentukan Produk Hukurn
Daerah {Berita l{egara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 2036) sebagaimana telah diub,ah dengan Peraturan
Menteri Dalarn Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun
2018 Tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 80 Tahun 2O15 Tentang Fembentr]ka]1
produk Hukurn Daerah {Berita Negara Republik trndonesia
Tahun 2018 Nomor 157'1;

Lo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 24]9
ter:tang Pedornan Ncmenkiatur dan Unit Kerja Sekretariat
Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota {Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nornor 97O);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor O5 Tahun 2016
ientang Peffrhentukan Perangkat Daerah Katlupaten Karo
(Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2{}16 Nomcr O5,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomar o3);

12- Peraturan.".



Menetapkan :

J

12. peraturan Bupati Karo Nomor 35 Tahun 2016 tentang

Kedud.ukan, Slsunan Grganisasi, Tugas dan Fungsi' Serta

TataKerjaFerangkatDaerah(BeritaDaerahKabupaten
Kara Tahun Zaffi Nomor 35) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Bupati Karo Nomor 4 Tahun 2A17

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 35

Tahun2016tentangKedud,ukan,Susr-rnanorganisasi,
Tugas dan Fungsi, Berta Tata Kerja Perangkat Daerah

perita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017 Nomor 4 );

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN

URAIAN TUGAS SEKRETARIAT DAERAI-{ KABUPATEN KARO"

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yalg dimaksud dengan:

1. Daerah adalah KabruPaten Karo'
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan otreh

Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonami dan tugas pembantuan dengan prinsip atoncrrri- seluas-h'lasrrya

dalam sistem 
"clar, prinsip t.g*t* Kesatuan Republik Indonesia

sebagairrana climaksu.l d*lt* undang-undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945-
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur

penyelenggaraan Pernerintahan Daerah'
4. Bupati adalah BuPatiKaro-
5. Wakii Br-rpati adalah Wakil Bupati Karo'
6. Perangkat Daerah adalah .rrr*rr. perntrantu bupati dan Dewan Perwakilan

Ra}ryat Daerah kabupaten dalarn penyeienggaraan Urusan Pemerintahan

yan; menjadi kewenaingan Daerah kabupaten ya,r:.g t*rdiri dari Sekretariat

b*eiah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan'

7. Aparatur Sipil Negara yallg selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi

pegawai negeri sipit *an pegawai. pemerintah dengan perjanjian kerja yang

bekerja pada instansi pemeri.ntah'
8. Tugas Pokok adalah pekerjaan p*kok sebagai sasaran utama yang

ciiGbankan kepada organisa=i. da.r pemegang jabatan untuk dicapai.
g. Fungsi adalah perari suatr.i jabatan i-rntr.rk melaksanakan tugas/pekerjaan

pokok.
10. Uraian Tuga.s adalah keterangan atau penjelasan meil.genai tugas pokok

yang merupakan gambanafl dari seluruh kegiatan kerja yang ada dalarn

suatu jabatan yang dirincikan c1alam uraian tugas-

BAB II
SEKRETARIAT DAERAH

Bagian Kesatr:.
Tugas dan Fungsi

Pasai 2

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati
kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap
Perarrgkat Daerah serta peiayanan adrninistratil

dalarn penJrusunan
petraksanaan tugas

{2) Sekretariat...

(1)



(2| Sekretariat Daerah dalam melaksana.kan tugas sebagaimana dirrraksud

pada ayat {1i rneriyelenggarakan fungsi:
" *. p.rrgonrdinasian penJrusunan kebijakan Daerah dalam bidang

ke.ra.rga.t, asset, perencapaan, evaluasi dan pelaporan;
b. pengoordinasian peiaksana.an tugas Perangkat Daerah;
c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;

d. pengoordinasian rnanajemen kepegawaian, pembinaan dan

per.[**ne6gan kerier Aparatur Sipii Negara pada instansi Daerah;

.. p*rr[oordinJsian *gu*d* kegiatan reformasi birokrasi dan kegiatan

peiayanan Publik; dan
f" petalsanaan tugas lain*ya ,-ang diberikan Bupati sesuai dengan tugas

darr fi".lngsinya.

Bagian Kedua
Uraian Tugas

Paragraf tr"

Sekretaris Daerah
Pasal 3

Sekretariat Daerah dipimpin otreh Sekretaris Daerah yang rnetrrpunyai tugas

pokok rnernbantu n*p*i; dalarn merurnuskan kebijakan daerah dan

Lengoordinasikan stat afrti Bupati, Sekretariat DPRD, Inpektorat Daerah,

Dinas, Badan dan Kecarna"tan.
Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1}'

Sekretaris Daerah rnernpunyai fungsi :

a.. pengoord.inasian rlengan mengintegrasikan, mensiakronkan, dan

mernbina hutrungan kerja dengan staf Ahli Bupati, sekretariat DPRD,

Inpektorat Daerah Dinas, gLdan dan Kecama'tan dalam rangka

perurnllsan kebi"jakan daerah;
b. perencanaar: dengan menyiapkan rencana, mengoiah, menelaah dan

mengoordinasikan perumu$an kebrijakan sesuai dengan urusan
pemerintahan daerah;

c. penyelenggaraan pelayanan adrninistrasi ulnllrn yang diperlukan dalam

*..rA,rtJrrg kela-ncaian pelaksanaan tugas dar:. fungsi Bupati dan

Wakil Bupati;
d. pembinaan a*r, pengelolaan adrnicistrasi kepegawaian, administrasi

k*lru.*g"tt di lingkungan Sekretariat Daerah;
e. perllrnu.san kebijakan daera]: di bidang ketata laksanaal, kel'embagaan,

surnber daya alaratur dan reformasi birrikrasi, tl-rkurr'r, perundafig-
undangal, pemerintahan, kehumasan, kesejahteraan ralqlat,
aCrninistrasi pembangunan, administrasi keuangan, perekonornian dan
surnber Caya alarn di lingkungafl pemerintah daerah; dan

f, pemtrinu."., organisasi dengan meningkatkan kapasitas sr-rmber daya
apar.atur, kelembagaan dan ketata laksanaan serta memberikan
p*l*y*n*r, teknis administratif kepada selurrh Staf Ahli Bupati.,
Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas, Badan dan Kecarnatan'

Untuk rnelaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} dan a3'at {2}, uraian tr.rgas Sekretaris Daerah setra,gai beriktlt:
a- merumuskan kebijakan Bupati dalam penyeienggaraalr Llrl'Lsarr

pemerintahan d.aerah sesuai visi misi yang ditetapkan;
b. memrnuskan dan mengarahkan pelIruSunan prograffr kegiatan

Sekretariat Daerah berdasarkan hasil evaft:asi tahr-rn sebelurnnya
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

c. mengoordinasikan Staf Ahli Bupati, Sekretariat DPRD, Inspektorat
Daerah, Dinas, Badan, dan Kecamatan baik secara langstlng rnallpun
tidak iangsung untuk menjalin huLrungan kerja yang baik daiam rangka
pelaksanaan tugas pemerintah daerah;

d" rnengarahkan...

i1)

t2\

(3)



d.

e.

o

h.

J.

k.

L.
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mengarahkan pelaksanaan tugas Para Asisten;

meruln'Lrskan naskah dinas sebagai pedoman dalam menyelenggarakan
dan rneiaksanakan tlrusan administrasi pernerintahan daerah ;

mengoordinasikan dan mengara-Lrkan kegiatan pel{rusunan Anggaran

PenJapatan dan Belanja Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Perubahan dan perhitungan / laporan Anggaran Pendapatan
dar Belanja Daerah;
mengoordinasikan dan m.engarahkan perumusan peraturan
p"..rird*rrg- undangan yang menyangkut tugas pakok Pemerintah
baerah ser"ta mengundan gkan Peraturan Daerah;

rxernbina kegi.atan pelayanan teknis dan administratif kepada Bupati
dan Wakil tsupati;
rnembinapenyelenggaraanpela3lz6znptlbliksesr"raidenganperaturan
perundang*undangan;
rnembina penyelenggaraan ufi:san komunikasi
peningkatan pelayanan informasi publik;
merllmuskan dan tnefigarrahkan peflJ.'usunan Rencana Pembangqnall
Jangka Menengah Daerah {RPJhdD} dan Rencana Pembangrl.nan Jangka
Par:"jang {RPJP} Kahupaten Karo;

merumuskan dan rnengarahkan penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati, Laporan Penyeienggaraan Pemerintahan
Daerah dan Laporan Akhir Masa Jabatan Bupati;
men:muskan dan mengarahkan pen),nsllnan Perencanaan Strategis
(Renstra) Sekretariat baerah berdasarkan perati-lran perundang-
undangarr;
merurnuskan dan mengarahkan penyusunari Laporan Akuntaliilitas
Kinerjalnstansi Pemerintah Kabupaten dan Sekretariat Daerah;

meiaksanakan pernbinaan Aparatur sipil Negara sesuai peraturan
pemndang-undangan;

p. merumuskan dan mengarahkan kerja sarna Pemerintah" Daerah

{Mernorondum af tlnd.erstand*zg {MxLI / perjanjian / ker.ja sarna)

dengan daerah/Pihak lain;
mengarahkan keglatan perencanaan pembangunan daerah,
p."gL*u.*nn dan pelaksanaan urusan pernerinta.hran daerah,
penLgkatan peflanamart modal di daerah, pembinaan kiner.ja
Perangkat Daerah dan desa;

melaksanakan evaluasi pelaksanaan urusa,n pernerintahan daerah
seb'agai bahan pertimbangan dan perurnllsan kebijakan lebih lanjut;
melaksana-kan rnonitoring, evaluasi, dan meniiai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkal.a rnelalui sistem penilaian
yang tersedia;
rrienJrusun dan mf,nyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
Bupati seLragai dasar pengambilan kebijakan lebih lanjut;
menyanapaikan sarart dan pertimbangan kepada Bupati }:aik lisan
mallpun tertuiis berdasarkan kajian dan ketentr'-ran ya:rig berlaku
set'agai bahan rnasukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan
untuk rnenghindari penyimpangan; dan
rnelaksamakan tugas kedinasan iain sesuai dengan perintah Bupati dan
\Makil Bupati.

dalam rangka

m.

n.

0.

q.

v.

Paragraf 2.."
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Paragraf 2
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 4

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Ral<yat rnempunyai tugas

rneffibantu Sekretaris Daerah dalarn perljrusuflan kehijakan daerah di
bidang pemerintahan, kerja saroa, hukum, dan pengoordinasian
p*o3*-urrrr*t kebijakan daerair di bidang kesejahteraall rakyat, dan
pengoordi.nasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah bidang
pernerintahan, kerja sama, kesejahteraafi rafurat, dan huki-lm.
Untuk melaksanu.k*", tugas pokok sehagaimana dimaksud pada ayat {1},
Asisten Pernerintahan dan ke sej alrteraan rakyat rnempunyai fi-rngsi :

a. penJrusunan kebijakan daerah di bidang pemerintahan dan hukune;
hl. pengoordinasian penJrusunan kebijakan daerah di bidang kesejahteraan

rakyat;
c. pengoordi.nasian pelaksanaa.n tugas Perangkat Daerah di bridang

pernerintahan, hukum, dan kese.jahteraan rakyat;
d. pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di hridang

pemerintahan, Can hukum;
e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan <laerah terkait

pencapaian ti-rjtran kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
iaktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
kesejahtera:airn ra$rat;

f. p*rryi*pur= pelaksanaan pembinaan adrninistrasi dan pernbangr-lnan

serta sumklr daya aparitur di bidang pemerinta'ha-n, hukum, dan
kesejahteraarl rakyat; dan

g. pelatsaaan fungsi lniot yang Citrerikan oleh Sekretaris Daerah di bidang
pemerintahan, kerja sama, hukum, dan kesejahteraan rakyat yang

berkaitan dengan tugasnYa"
Untuk melaksan*k*n tugas pokok dan fungsi sebagairnana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat {2}, ura.ian tngas Asisten Pernerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat sebaga"i brerikut:
a. *.*y.t*t* kebijakan daerah di bidang pernerinta.Ltatt, dan hukum;
b,. ***gko"rdinasikan penyr-lsunan ketri.iakan daerah di bidang

kesejahteraan rakyat;
c. *""r"gk*ordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

pemerintahan, hukum, dan kesejahteraan ralcyat;
d. memantau da,n nlengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pemerint a}lra*, dan |ruk"urn;
e. memantau dan rnengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait

pencapaian tujuan liehijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
laktor yang rnernpengaruhi pencapaian tujua:r ketrijakan di bidang
kesejahteraan rakYat;

f. menyiapkan peiaksanaan pernbinaan administrasi dan pembangunan
serta Jurnber daya aparatur di hridang p*merintatlan, hukum, dan
kesejahteraan rakYat;

g. rnembantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan Perangkat
Daerah sesuai lingkuP tugasnYa;

h. menjabarkan perintah atasan melatrui pengkajian perrnasalahan sesuai

dengan peraturan perundang*undangan;
i. *"rrg*orhkan tugas Kepala Bagran sesr-rai iingkup tugasnya baik secara

lisan rnauplrll tertulis guna kelanca.ran pelaksanaan tugas;
j. melaksan*krn koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah/instansi

terkait baik secara langsung mallpun tidak langsung untuk
mendapatkan rnasuka-n, infarmasi serta- untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optirnal;

(3)

k. merurnuskan...
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k. rnerumuskan b,ahan kebijakan pelaksanaan Llrusan pemerintahan
daerah yang berkaitan dengan l:idang tugas Bagian Pemerintahan,
Bagian Hukum dan Bagian Kesejahteraan Ralqrat;

1. melaksanakan rnonitoring, evaluasi dan meniiai prestasi kerja
pelaksapaan tugas bawahan secara berkala rnelalui s ste:n penilaian
yang tersedia;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada a-tasan sebagai dasar

pengambilan kebijakan;
n. menyampaikan i*r* dan pertirnbangan kepada atasan klaik Lisan

rnaltplrlr tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang bertraku

sebagai bahan rnasr.:.kan gLina kelancaran pelaksana.an tugas dan r:ntuk
rnenghindari PenYi.rnPangan; dan

o" melaksanakan tugas-kedinasan lain sesgai dengan perintatr atasan'

{4) perangkat Daerah }el.S dikoordinasikan Asisten Pemerintahan dan

kesejahtefaanLralqyat sebagaimana d.imaksud paela ayat (1) setragai herikut:
a. Sekretariat DPRD;
b. Satuan Polisi Famong Praja;
c. Dinas Kepenciudukan dan Per-rcacatan $ipil;
d. Dinas Pernberdayaan Masyarakat dan Desa
e. Dinas PerhuLrungan;
f. Dinas Pemtrerdayaan Perempuan dan Perlindungan anak;
g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
h. Dinas Sosial;
i. Dinas Kepemudaan dam Olahraga;
j. Dinas Kesehatan;
k. Dinas Pendidikan;
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
m. Badan Kesatuan Bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
n" Rumah Sakit Umum Kabanjahe;
o. Kecamatan"

Paragraf 3
Bagian Pernerintahan

Pasal 5

Bagian Pemerintahan dipimpin oieh Kepala Bagian yang mempunyai tugas
pof,ok rnetraksanakan 

- 
sebagian tugas Asisten Pernerintahan dan

kesejahteraan Rakyat datam meiaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, perrgkoordinasian perr-lmusall kebijakan daerah.,

p".r[kootdinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan
Lralirasi pelaksanaan keirijakan daerah, pelaksanaan pemtrinaan
administrasi di tridang adrninistrasi pemerintahan, administrasi
kes,iiayahan, dan kerja sama dan otonomi daerah.
Untuk melaksanakan tu.gas pr:kok sebagairnana dimaksud pada ayat {1},
Bagian Pernerintahan illempunyai fungsi:
a. penyiapan bahan peru.musan kebijakan daerah di bidang adrninistrasi

pemerintahan, administrasi kevriLayahae, kerja sarrta dan st*nomi

(i)

{2}

daerah;
b. penyiapan bahan pengoordinasian

tridang adrninistrasi pemerintahan,
sarna dan otonomi daerah;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah
Al UiA"rrg administ.asi pemerintahan, adrni.nistrasi kewilayahan, kerja
sama dan otonorni daerah;

d. penyiapan bahan pemantaman dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daeiakr di bidang administrasi. pemerintahan, administrasi kewiiayahan,
kerja sama dan otonomi daerah;

e" penylapafl...

perumusan kebijakan daerah di
administrasi kewilaYahan, kerja
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e, penyiapan irahan pelaksanaan pernbinaan administrasi di bidang

administrasi pemerintahal, administrasi kewilayahan, kerja sanna dan

otonomi daerah; dan
f. pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan

kesejahteraan Ralryat yang brerkaitan dengan t*gasnya.

{3) Untuk melaksanakan tugas pot ot dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat {1} dan ayat (2}, uraian tugas Kepala Bagian sebagai berikut:
*. rnenyiapkan hahan pr.,r*riuan tibgakan daerah di bidang administrasi

pemlrmtahan, administrasi kewiiayahan, dan kerja sama dan otonomi

daerah;
b. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebijaka* daerah di

tridang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayaitan, dafl kerja

safi3.a dan otonomi daerah;
c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas perangkat

daerah di bidang administrasi pemerintahan, adrninistrasi keu'ilayahan,

dan kerja sarna dan oton*mi daerah;
d. rnenyiapka-n bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah di bidang administrasi pernerintahan, administrasi kein"ilayahan,

dan kerja sama dan otonomi daerah;
e. menyiapkan hahan petraksanaan pembinaan administrasi' di h'idang

acjministrasi pemeriniahan, administrasi kewilayal:an, dan kerja sama

dan otonomi daerah
f. mempel4jari dan mengkaji peratr.rran penrndarrg-undal-rgan di bidang

admir:is#asi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan kerja sama

dan otoriorni daerah untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tr.rgas;

g. rnenyiapkan bahan pelaksanaan pernbinaan adrninistrasi di bidang

adrninistrasi pemeriniahan, adrninistrasi kewilayahan, dan kerja sama

dan otonorni daerah;
h. mengoordinasikan urusan di bidang adrninistrasi pernerintahan,

administrasi kewilayahan, dan kerja sarna dan otonorrri daerah;

i. merurnuskan prografil kegiatan Bagian berdasarkan hasii evaluasi

kegiatan tahurr sebelumnya dan peraturan perr.rndang-undangan;
j. *u.r1-**n petunjuk pelaksanaal-r dan petunjuk teknis penyelenggaraan
- 

kegiatan sllagai latran arahan dan pedoman operasional sesuai

dengan peraturan perundang-undangan;
k. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan

Sekretariat Daerah dan instansi terkait, baik seca.ra langsung fi1aL:pun

tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi ser-ta untuk
mengevall**i !*.*asalahan *g*. diperoleh hasil kerja yang maksintal;

1. melaksanakarr pemhi.naan teknis dan adrninistratif berdasarkan
peraturan p"rrrrrdu.rg-undangan sebagai bahan arahan operasional

sesuai kebrjakan yang ditetapkan aieh Bupati;
m. mengaral:k-311 t1rgas baxrahan dengan merni:erikan petunjuk dan

kimbingan baik iisan rflaupurl tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
*u*g*ou"luasi f"1*k*u."r**tt kegiatan Bagian dengan ca-ra rnengukur
pen&paiat ptog.arn kerja yang telah disusun untuk bahan iapcran
kepada atasan dan kebijakan tindak lanjut;
melaksanakan monitoiing, evaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksanaac tugas bawahirr secat"a berkala. rneiaiui sistern penilaian
yang tersedia;
membuat dan rnenyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

atasal sebagai dasar pengambilan kebrijakan;
naenyampaifan saran dan pertimbangan kepada atasan secara iisan
.rru,.rp.r*^ tertul.is berdasarkan kajian dan ketentuari yang beriaku
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penYimPangan; dan

r" melaksanakan tugas kedinasan lain sesua.i dengan perintah atasan.

Paragraf 4...

n-

0.

v.

q.
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Paragraf 4
Subbagian Administrasi Pernerintahan

Sgbbagian Administrasi Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Sukrbagian
yairg mernpunyai tugas pakok mernbantu Kepala Bagian Pernerintahan,
dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan Lridang

Administrasi Pemerintahan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),

uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut :

a. menyiapkan bahal peiaksanaan kebi.jakan Caerah bidaag administrasr
pemerintahan;

b. raenyiapkan hrahan peri:musan kekrijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan;

c. menyiapkan bahan pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang
kependldukan dan pencar:tatan sipil, kesatuan bangsa dan p*litik
dalam negeri, ketentraman, ketertiban llmtlm, perlindungan
rnasyan'akat dan pemerintahan Desal Kelurahan ;

d. memfasilitasi Forurn Kornunikasi Pimpinan Daerah;
e. melaksanakan fasiiitasi penyusunan Standar Pelayanan Mini.mal {SPM)

perangkat daerah;
f. rnenJrusr-ln bahan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan kepatra

daerah kepada Camat;
g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaiuasi

daera-h bidang administrasi pemerintahan;
peiaksanaan keb,ijakan

h. melaksanakan pemantauan dan eva-luasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang administrasi pemerintahan;

i. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bridang tugasnya serta
memberikan arahan dan petunjuk, baik secara- lisan manpl-ln tertuiis
guna kelancaran tugas;

j. melaksan akan koordinasi dengan Kepala Subtragian di lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung mallpun
tidak langsr-ing untuk rnendapatkan informasi, masukan, serta untr}k
nlengevaluasi permasalahan aga.r diperoiell hasii kerja yar:g optirnal;

k. melaksanakas monitoring, evaluasi dan rnenilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkaia rnelalui sistem penilaian
yang tersedia;

1. memtruat laporan" pela.ksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
peirgambiian kebrijakan;

*. *.rty*mpaikan sararl dan pertirntrangan kepada ata$an, baik lisan
maL1pu1 tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan ma,sr.lkan guna kelancaran pelaksanaan tugas darl untuk
menghindari penyimpangan; dan

n. rnelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan'

Paragral 5
Subtragian Administrasi Kewilayahan

Pasal 7

Subbagian Administrasi Kewilayahan dipimpin oleh Kepala Sui:bagian
yang mempunyai tr-tga* m*mbantu Kepala Bagian Pemerintahan dalam
p*ttyi*p*t 

- pitu*.rurt kebijakan, pelaksanaan kebijakan l:ridang

Administrasi Kewilayahan"
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat {1},
uraian tr.lgas Kepala Subbagian sebagai berikut:
a. melalisanakan fasilitasi clan koordinasi pembentukan, penghapusan,

penggabungan dan pernekaran wilayah kaLrupaten, keca-matan

dan / ata.lr kelura-han I desa;
b. melaksanakan...
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b. melaksanakan fasiiitasi dan koordinasi penegasan batas daerah,
kecarnatan, kelurahan/desa, dan/atau pemindahan ibukota
kabupaten dan kecamatan dan perubahan nama daerah, kecarnatan
dan keiu.rahan/desa;

c. rnelaksanakan fasilitasi toponimi dan pernetaan wilayah;
d. menyiapkan irahan penetapan kode dan data kewilayahan;
e. menJrusIin bahan kebijakan pengelolaan dana keh.rrahanldesa;
f. rnelaksanakare pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah hidang administrasi kewilayahan;
g. memtragi tugas kepada bawahan sesuai dengan bridang tugasnya serta

memberikan arahan dan petunjuk, baik secara lisan maupLtn tertulis
guna kelancal"an tr.Lgas;

h. melaksanakan koordinasi dengan kepala. subbagian di lingkungan
sekretariat daerah dan instansi terkait Lraik secara langsung maupun
tidak langsung untuk rnendapatkan informasi, masukan, serta untuk
rnengevaiuasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yaLr..gr:ptirnal;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
peiaksanaan tugas barvahan secara berkala melah-ri sistem penilaian
yang tersedia;

j. rnernbuat laparan pelaksa-traan tugas kepada atasan setragai dasar
pengambilan kebijakan ;

k. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, baik lisan
mar-ipun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan
untuk rnenghindari penyimpangan; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 6
Subbagian Kerja sama dan Otonomi Daerah

Pasai 8

Subbagial Kerja sama dan Otonorni Daerah dipirnpin oleh Kepala
Subbragian yang mernpunyai tugas pokok membantr-l Kepa-la Bagian
Pemerintahan dalam penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi
penyelenggaraan bidang Kerja sama dan Otcnorni Daerah;
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (tr),

uraian tugas Kepala Subbagian seba.gai berikut:
a. rnen5rusun bahan Laparan Penyelenggara.an Pemerintahan Daerah

(LPPD);

b. menghimpun Infcrmasi Laporan Penyeienggaraarl Pemerintahan Daerah

{ILPPD};
c. melaksanakan fasiiitasi dan koordinasi proses pengusulan,

pengangk atan dan pemberhentian I{epala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

d. memfasilitasi pengusulan izirr dan cuti Bupati dan Wakil Bupati;
e. menJr'Lislrn bahan Laporan Akhir Ma-sa Jabatan (AMJ) Kepala Daerah;

f. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi persiapan dan petraksanaan
pemiiihan umum;

g. melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi peresmian
pengangkatan, peresmian pernberhentian dan penggantian antar waktu
Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

h. metraksanakan pemantauan dan evaluasi peiaksanaan ketrijakan daerah
bidang otonomi daerah; 

i. menyiapkan...
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i. menyiapkarr bahan pelaksanaan perumlrsan keh,ijakan di bidang kerja
safila dalam dan luar negeri;

j. metraksanakan pengolahan data kerja sarna daerah dalam dan lual"
negeri;

k. rnetraksanakan pengendalian dan peruffrusan data hasil kerja sarna
daerah daiam dan iuar negeri;

1. melaksanakan fasiiitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;
m. melaksanakan pembinaan dan penga\,vasan kerja sama daerah dalam

negeri yang ditrakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Kahupaten lKata;

n. melaksanakan penylrstrnan lapcrar: hasil pelaksanaa* kerja sarna
daerah daiam dan luar negeri;

o. rnenyiapkan bahan penerifilaafl kunjr.rngan kerja kepala daerah dan
DPRD;

p. menyiapkan bahan petunjuk pelaksanaan dii:idang urusan
pernerintahan dan pengernbangan otonomi daerah;

q" menyiapkan trahan penyusunan laporan pelaksa.flaan pengembangan
otonomi daerah;

r. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
peringatan hari jadi Kabupaten;

s. menyiapkan bahan fasilitasi dan koordinasi penyelenggaraan
peringatan hari Otonomi Daerah;

t. memtragi tugas kepada Lrawahan sesuai denga"n bidang tugasnya serta
rnernberikan araha.n dan petunjuk, baik secara lisan filaupurl tertulis
guna kelancaran tugas;

u" meiaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait braik secara langsung maupun
tidak langsung untr:lk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasii kerja yang optimal;

v. melaksanakan rnonitoring, evatruasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas barral:.an secara berkala melalui sistem penilaiar
yang tersedia;

w. rrrembuat laporan petraksanaan tugas kepada atasan sehagai dasar
pen garnbilan kebij akar.;

x. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, Lraik lisan
mal-rplrn tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai baha-n masukan glrna kelancaran peiaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyimpangan; dan

y. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 7
Bagian Hukum

Pasai 9

(U Bagian Hukum dipimpin oleh Kepala Bagian yang mernpunyai tugas pokok
mel"aksanakan sehragian tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat d"alan: penyiapan peftrmusan kebijakan daerah, pengkoordinasian
peruffnlsan kebijakan daerah, pengkoordinasian pelaksanaan tugas
perangkat daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
pertindang-undangan, bantuan hukum dan dokurnentasi dan infcrntasi;

{2} Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Hr"rkum mempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang perundar:g-
undangan, bantuan hukr:m serta dokumentasi dan informasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian peftrflnusan kebijakan daerah di
bidang perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
inforrnasi' 

c. penyiapan...
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c" penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang perundang-undangan, bantuan hukum darr hak asasi
rnanusia serta dokumentasi dan informasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan
infcrmasi; dan

e. peiaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya;

(3) Untuk melaksanakan tugas pnkok dan fungsinya sebagaimana dimaksud
pada ayat (i) dan ayat (2), uraian tugas Kepala Bagian Hukum sebagai
berikut :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
perundang-undangan, bantuan hukum clan hak asasi mani.-rsia serta
dokurnentasi dan inforrnasi;

b. rnenyiapkan bahan pengoordinasian perurrusan kebijakan daerah di
bidang pemndang-undangan, hantuan hukum serta dokumentasi dan
inforrnasi;

c. menyiapkan ba,han pengoordinasian peiaksanaan tugas perangkat
daerah di bidang perundang-undanga"n, Lrantuan hukum dan hak
asasi rnanusia serta dokumentasi dan informasi;

d. menyiapkan bahan pelaksanaan pemantauan da:r evaluasi di bidang
perundang-undangan, bantr.-ran hukum dan hak asasi manusia serta
dokumentasi dan infcrmasi;

e. meneliti rancarlgan peraturan perundang-undangan yang akan
diajukan kepada Bupati untr.rk ditandatangani;

f. melaksanakan koordinasi dengan Sekretariat Dewan Perwakilan
Ralryat Daerah dan perangkat daerah terkait lainnya dalam rangka
persiapan pernbahasan rarlcangare peraturan daerah derlgan llewan
Perwakilan Ratrgrat Daerah;

g. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang
perundang-undangan, bantr-ran hukum dan hak asasi manusia serta
dokurnentasi dan informasi terkait lainnya guna rnendukung
kelancaran pelaksanaarl trigas;

h. menyiapka,n trahan petraksanaan pembinaan administrasi di bridang
perundang-undangan, ba"ntuan hukurn dan hak asasi manusia serta
dokurnentasi dan inforrnasi;

i. rnerumuskan program kegiatan Bagian Hukum berdasarka* peratural
perundang-undangan;

j. menyusun petunjuk petraksanaan clan petunjuk teknis
penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan arahan dan pedoman
operasional sesuai dengan peraturan perundang*undangan;

k. rnelaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung manpun
tidak trangsung untuk mendapatkan masukan, inforrnasi serta untuk
rnengevaluasi perrnasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

1. melaksanakan pernbinaan teknis dan administratif di bidang
perundang-undangan, dokurnentasi dan inlormasi hukunt, serta
bantuan hukum dan hak asasi manusia sebagai bahan arahan
operasional sesuai kebijakan yang ditetapkan aleh Bupati;

m. metraksariakan koordinasi dengan pemerintah dan pemer"intah provinsi
dalam proses fasilitasi dan evaluasi produk hukurn daerah

n. mengarahkan tugas bawahan dengan mernberikan petunjuk dan
bimbingan baik lisan maltpun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksalaan tugas;

o. mengevaluasi pelaksana"an kegiaian Bagian dengan cara mengukur
pencapaian program ker.ja yang telah disusun untuk bahan laporan
kepada atasan dan kebijakan tindak lanjut;

p. rnelaksanakan...
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p. meiaksanakan monitoring, evaluasi, dan meniiai prestasi kerja
peiaksanaan tugas bawahan secara berkala melah-li sistem penilaian
yang tersedia;

q. *"ribrr*t dan rnenyarnpaikan laporan- pelaksanaan tugas kepada
atasan sehagai dasar pengarnkrilan kebijakan;

r. menyampailian saran dan pertirnbangan kepada atasan baik lisan
maupun- tertuiis berdasarkan kajian - dan ketentuan yang _berlaku
sebagai hahan masukan gulra kel"ancaran pelaksanaan tugas; dan

s. meh[sanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan"

Paragraf 8
subbagian -;X;,*ffi g-undangan

Subbagian Perund.ang-undangan dipimpin oleh 4epala S-ubLragian -y3ng
mempfinyai tugas fiokok mernbantu Keqala Bagian Hu&r-im daiarn
p.rryi"p"" bahan perurnl-lsan kebijakan, 

-koordinasi, pernbinaa-n, , clan

i"rr'g"tiA*f"., kegiatan pengajua"n rancangan peratgran perundang-
undangan daerah.
Untuk"crelaksanakan tugas pck<lk sel:agairnana dirnaksud pada ayat (1),

uraian tugas Kepala Subtragian sebagai berikut :

a. rnenyiipkan-bahan pen,rusltrlan peroduk hu.kum daerah;
b. melaksinakan harrnsnibasi dan iinkranisasi praduk hukurn daerah;
c. menyiapkan bahan penjelasaa Kepatra Daerah dal*rn proses penetapan

Peraturan Daerah;
d. menytapkan bahan analisa dan ka"lian produ-k hukr:m caerah;
e. melaksanakan pernbi.naan pen)'usllnan produk hukum daerah;
f. mepyiapkan bLhan adminisirasi pengundangan dan autentifikasi

produk hukum Daerah;
g. '**f"fi"roakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan produk hukum

daerah;
h. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta

mernberikan-arahan dan petunjuk, baik secara iisan maupun tertulis
guna kelancaran tugas;

i. *relaksanakan kooi-dinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung mallpun
tidak langsung untuk mendapatkan inforrnasi, rnasr.lkan, serta untuk
*.rrg*,r*liasi ["r**"**1a]ran a]ar diperoleh hasil kerja" yang optimal;

j" *e1a?*ar,akan monitoring, lvah-r-asi dan menilai prestasi kerja
' pelaksanaa1r tugas bawahln secara berkala rnela-iui sistem penilaian

yang tersedia;
k. heribuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai clasar

pen gambilan kebij akan ;

1. L;t?;paikan saran 
'dan pertimllangal kepada atasan, Lraik lisan

mau-pun- tertulis berdasarkin kajian- dan ketentuan yang beriaku
**U"i* bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan r:ntuk
menghindari penylmPangan; dan

m. mela'i<sanakan trigas keAlnasan lain sesr-rai dengan perintah atasan.

Paragraf 9
Subbagian Dokumentasi dan Inforrnasi

Pasal 11

Subbagian Dokr-rrnentasi Hukum dan Pe-ny-uluhan,dipimpin oleh 4epala
Subba[ian yant rnempunyai tugas pokok membantu Kepala ESgi*t'
Hukuli daiam- per:yiapan bahJn pbt rm.r*at ketrijakan, kocrdinasi,
evalgasi, pembinaan drn pengendalian kegiatan dokurnentasi dan
informasi hr.lkum.
untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksr.rd pada ayat (1),

Uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut :

a. melaksanakan inventarisasi clan dokrrrnentasi produk hukum daerah
dan peratura. perundang-unda'ngan lainnya; 

b- menghrimpun...
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menghirnpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan datram

rangka pernbentukan kebijakan daerah;
rnelaksanakan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi
hukurn;

d. mernberikan pelayanan administrasi inforrnasi produk hukum;
e. melaksanakan sosiaiisasi, penS-uiuhan dan desiminasi produk hukum

d aerah ma"Lrplln peraturan perundang-undangan lainnya;
f. melaksanakan evaluasi dal pelaporan terhadap clokumentasi dan

inforrnasi produk hukum daerah;
g. memklagi tugas kepada bawahan sesllai dengan bidang tugasnya serta

memberikan arahan dan petunjuk, Lraik seca"ra lisan mallpun tertulis
guna kelancaran tugas;

h. meiaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung malrplln
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk
merigevaluasi permasalahan aga:. diperaleh hasii kerja yang optimal;

i. melaksanakan- monitoring, evaiuasi dan menilai prestasi kerja
petraksanaan tugas bawahan secara berkala rnelalui sistem penitraian

yang tersedia;
j. **ribort iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

pengam.bilan kebij akan;
k. *.tiyr*paikan *rrr* dan pertirnbangan kepada atasan, baik lisan

ma*pun tertulis berdasarkan kajian dan ketentr-ran yang berlaku
setagai bahan masukan guna keiancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penYimPangan; dan

1. rnelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 1O

Subbagian Bantr-ran Hukum
Pasal 12

Subbagian Bantuan Hukum dipimpin oleh Kepatra Subbagian yang

rnempinyai tugas pokok membantu Kepala Bagian Hukr:m dalam
p.rnyiu.p*.t bahan perrlmusan kehijakan, koordinasi, evaluasi., pembinaan,
dan pengendalian kegiatan bantuan hukum.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (L),

uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut :

a. melaksanakam koordinasi perrnasalahan hukum dalam
penyeienggaraan pemerintah daerah;

b. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan
pertimbangan hukum serta perlindungan hukurn bragi unsur
pemerintah daerah dalam sengketa hukum Lraik di daLam maupull
diiuar pengadilan;

c. rnelaksanakan kocrdinasi dan fasilitasi kerja sama dalam penarlganafl
perka.ra hukurn;

d. melaksanakaa koardinasi dan evaluasi penegakan dam perlindungan
Hak Asasi Manusia (HAM);

e. menyiapkan hrahan penyusunan pendapat hukurn {leg*l opinion};

f. melaksanakan evaiuasi dan pelaporan terhadap hasil penanga"nan
perkara sengketa hukurn;

g. membagi tugas kepada bawahan sesuai d.engan bridang tugasnya serta
rnerntrerikan arahan dan petunjuk, baik secara lisan filallplrn tertulis
guna keia.ncaran tugas;

(1)

{2\

h. melaksanakan...
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melaksanakan koord,inasi dengan Kepala subbagian di Lingkr:ngan

Sekretari.at Daerah daa instansi terkait baik secara- iangsung rnallpl-1n

tidak langspng untuk rnendapatkan informasi, masukan, serta untuk
mengevalirasi !*r*rurlahan agar diperoleh hasil kerja yang optirnai;

rnelaksanakan mor:.itoring, evaluasi dan meniiai prestasi kerja

peiaksanaan tugas bau,,ahan secara berkala metral:.ri sistern penilaian

yang tersedia;
membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar

pen gambilan kebij akan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasart, baik lisan

**,rp,r*' tertutris berdasarkan kajia:l dan_ ketentuan yanr,g bertrakr-r

seUagai bahan rrtasukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan r"l"ntuk

menghindari PenYimPangan; dan

rnelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan'
1.

Paragraf 1 1

Bagian Kesejahte raan Ral<Yat
Pasal tr3

{! Bagiaa Kesejahteraan -Rakyat dipirnpin oieh Kepala tsagian yang

mempunyal 
'a.rg*u pckok rnembantu Asisten Pernerintahan dan

Kesejahteraan R"akyat- datram melaksanakan penyiapan pengoordinasian

perumllsan kebijatan daerah, pengkoordilasian peXaksanaan tugas

perangkat daerah, pemalltaman dan evaluasi peiaksanaan kebijakan

daerah di bidang klagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan

masyarakat

A Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana
Bagian Kesejahteraan Ralq'at memp:-lnyai fi'rngsi :

dimaksud pada aYat (1),

h.

k.

a- penyiapan bahan pengoordinasian perLlmusan
a;nla*t g keagarnaan, kesejahteraarl sosial

kebijakan daerah
dan kesejahteraan

masyarakat;
t|. penyiapan bahan pengocrdinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah

di bidang keagamaln, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tu.jrlan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dar faktor yaflg mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidalg keagamaan, kesejahteraan sosial dan
kesej ahte r aaafi 1ns,s3r5i13ftst ; dan

d. pelaksanaan fi.-lngsi lain yang diberikan oleh Asisten Pernerintahart dan
Kesejahteraan Rakyat )'ang berkaitan dengan tugasnya'

H Untuk rnelaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada a),at {1} dan ayat i2}, urai.an tugas Kepatr"a Bagian sebagai berikut:

a- rnenyiapkan Lrahan pengoordinasian pefi.-lmusan kebijakan daerah
dibidang keagarnaan, kesejahteraan s*siatr dan kesejahteraan
masyarakat;

1i. rnen3.iapkan bahan p*ngoord"inasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan
masyarakat;

c. menyi.apkan hahafi pemantaman dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Caerah terkait pencapaian tr.ljuan kebijakan, darnpak yang tidak
diinginkafl, darr faktor yang mer&pengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang keagamaan, keseja-hteraari scsial dan

ke sej ahte r aaaLr, masYarakat ;

d. memPelajari.'.
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mernpelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di tiidang
bidang keagarnaan, kesejahteraan sosia-l dan kesejahteraan rnasyarakat
d.an informasi terkait lainnya guria mendukrrng kelancerrafi pelaksanaan
tugas;
menyiapkan Lrahan pelaksanaan pernhinaan administrasi di Lridang
bidang k**g**aan, kesejahteraan sosial dan kesej ahteraan masyarakat;

mengccrdinasikan urusan di bidang keagamaan, kesejahteraan sc;siai

dan kesejahteraan masyarakat;
rnenlrnuskan proglam kegiatan tsagian Kesejahteraan Rakyat
berda sarkan peratr-rran perundan g-undangan ;

men1rusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan
kegiatan sebagai bahan a.rahan dan pedoraan operasional sesuai
dengan peraturan pemndang-undangan;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara iangsung rnallpun
tidak langsung untuk mendapatkan rnasukan, infcrrmasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
rneiaksanakan pemkrinaan teknis dan adrninistratif di bidang bidang
keagarnaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraafi rnasyarakat
sebagai bahan arahan operasional sesuai kebijakan yang ditetapkan
oleh Bupati;
mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan
bimbingan baik lisan maupr-rrl tertulis glrna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian dengan cal'a mengukur
pencapaian prograrn kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
kepada atasan dan kebijaka.n tindak lanjut;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksa;:aan tugas bawahan secara irerkala meiatrui sistem peniiaian
yang tersedia;
mernt:uat dan Elenyalnpaikan laporan pelaksanaan tugas kepada
atasan sebagai dasar pengarnbilan kebijakan;
menlampaikan sarari dan pertimbangall kepada atasan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan rnasukan gllna kelancaran pelaksatuaLalr tugas; dan

rnelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

.1.

t"

Paragraf 12
Subrbagian Bina Mental SPiritual

Pasal 14

Sr.rbbagian Bina Mental Spiritual dipimpin oleh kepala Subbagian yang
rnernplll:ryai tregas pckok mernbantu Kepala Bagian Kesejahteraall Rakyat
dalam penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan rttrnr-rm, pelaksanaan kaordinasi dan fasilitasi
penyllsllnarr pernetaan, perrjruSllrtaIl norma, standar, prosedur dan,
pelaksanaan, perrranta.uan, evaluasi dan pela,poran, serta harmonisasi
urusan Bina Mental Spiritual"
Untuk metraksanakan tugas pokok selragaimana dirnaksud pada ayat (1),

uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut:
* rnenyiapkan data tentang sara:ia peribadatan, sarana pendidikan

agama- dan pendidikan keagamaan;
b. rnenyiapkan b"han perlrmusan kebijakan daerah yang berhubungan

dengan- sarana peribadatan, sarana pendidikan arganrra dan pendidikan
keagarnaan;

c" menYiaPkan.."

h.

k.

11.

p.

(u

g
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menyiapkan balean koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka
pengemhangan sarana peribada"tal, sarana pendidikan agama dan
pendidikan keagamaan;
rnenyiapkan bahan penJrusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
sarana peritradatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan;
rnenyiapkan bahan pertimbangan pernberian bantuan di bidang saralla
peribadatan, satrana pendidikan agaffIa dan per:didikan keagamaan;
menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan r:nelakukan perurnl-rsan
kebrijakan daerah bidang lembaga dan kerukunan keagarnaan;
menyiapkan dan r*engo<lrdinasikan bahan pednman peml:inaan
lembaga keagamaan dan kerukunan urnat beragama;
melakukan p*rnbinaan, lasilitasi dan pengembangan kerja sama antar
lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;
menyiapkan bahan pengolahan data, saran, pertirnbangan serta
koordinasi kegiatan dan penyuslrnan laporan pragrarn pembinaan umat
beragama clan kerja sama a.ntar lembaga keagamaan;
rnelakukan k<lordinasi iintas sektcr dan pertemuanf rapat-rapat
koordinasi di bidang kerukr.lnan umat beragarna dein serta kerja sama
antar lembaga keagamaan;
memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan kerukunan
urnat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagarnaan;
memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar umat
beragama dan aliran kepercayaan;
menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan
umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat beragama
dan aliran kepercayaan;
melakrrkan koordinasi kerja sama snsial kemasyarakatan dan
konsultasi penangguiangan secara dini masalah dan kasus kerukunan
hidup antar urnat beragama dan aiiran kepercayaan;
rnel.akukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan urnat beragama
dan aliran kepercayaan;
menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi
ketrijakan daerah biCang sarana peribadatan, sarana pendidika"n agama
dan pendidikan keagamaan, lembaga dan kerukunan keagamaan;
menyiapkan hahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah bidang sarana peribadatan, sara{ra pendidikan agas:a dan
pendidikan keagamaan, lemLraga dan kerukunan keagarnaan;
rnembagi tugas kepada ba:n'ahan sesuai dengan bidang tugasnya serta
memberikan arahan da"n petunjuk, baik secara lisan maupun tertulis
guna kelancaran tr-lgas;
melaksanakan koordinasi dengan K*pala Subbagian di lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara iangsung mallpun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk
rnengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
melaksanakan rnonitoring, evaluasi dan rnenilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas hawahan secara berkala melalui sislem penilaian
yang tersedia;
mernbuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambiian kebij akan;
menyampaikan saran dan pertimbangail kepada atasan, baik lisan
maupun tertulis krerdasarkan kajian dan ketentuan yang beriaku
sebagai bahan rnasukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyimpangan; dan
meiaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan"

Ef
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Paragraf 13...
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Paragraf 13
Subbagian Kesej ahteraari Sosial

Pasal 15

Subbagian Kesejahteraan Sosial dipirnpin oleh Kepala Subbagian yang
*"*p.rryai tugas p*kok rnemt:antu Kepatra Bagian Kesejahteraall Rakyat
dalarn penyiapan perumllsan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
pelaksanaan pembinaan llrnl-lrn, pelaksanaan kaordinasi dan fasilitasi
penyuslrnan pemetaan, penyi-rsunan norma, standar, prosedur dan,
peiaksanaan, pemantartan, evaluasi dan pelaporan, serta harmonisasi
urusan kesejahteraan sosial

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),

uraian tugas Kepala Si"rbbagian sebagai berikut:

a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumusan kebi.lakan daerah di
bidang sosiaL, transmigrasi, kesehatan, pernberdayaall perempuan,
perlindu.ngan anak, pengendaiian penduduk dan keluarga berencana;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan kehijakan daerah di
hidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdayaan perempuan,
pertrindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;

c. menyiapkan bahan meinitoring, evaluasi dan pelaporafl pelaksanaan
keLrijakan pemerintah daerah di bidang sosial, transmigrasi, kesehatan,
perrrherdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk
dan keluarga berencana;

d. menyiapkan bahan pelayanan adrninistrasi penyelenggaraan urusan
pemirintahan bidang sosial, transmigrasi, kesehatan, pemberdavaan
peremplran, perlindungan anak, pengenda-lian penduduk dan keltiarga
berencana;

e. menyiapkan bahan fasilitasi pernberian hibah dan bantuan sosial
kepada Badan/Lembaga, Ormas, Kelompok Masyarakat dan trndividu
atau Keluarga;

f. menyiapkan trahan pernbinaan, rnonitoring dan evaluasi pelaksanaan
hibah dan bantrran sosial kepada Badanllembaga, Ormas, Ketrompok

Masyarakat dar: Individu atau Keluarga;

g. memtragi tugas kepada bawaha-n sesuai dengan bidang tugasnya serta
mernberikan arahan dan petunjuk, baik secara lisan maupun tertr-rlis
guna kelancaran tugas;

h. melaksanakan koCIrdinasi dengan Kepala Subbagian di Lingkungan
Sekretariat Daera-trr. dan instansi terkait baik secara langsung mauplln
tidak langsgng untuk mendapatkan i.nformasi, masukan, serta untuk
menge\raluasi permasalahan agar diperoleh hersil kerja yang optimal;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pel"aksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistern penilaian
yang tersedia;

j. mernbuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan setragai dasar
pengambilan kebij akan;

k. menyampaikan saran da-n pertimbangan kepada atasan, braik lisan
maup{Il1 tertglis herdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
seb'agai bahan masukan gLina kelancaran pelaksanaan tugas dan r-rntuk
rnenghindari penyimPa.ngan; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain sestrai dengan perintah atasan.

Paragraf 14...
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Paragraf i-4
Subbagian Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 16

Subrbagian Kesejateraan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
membantu Kepala Bagian Kesejahteraan Ralclrat dalam penyiapan
perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pernbinaan
umltm, pelaksanaan koordinasi dan fasiiitasi pen1rusllnan pemetaan,
pen1rusunan norma, standar, prosedur dan, petraksanaan, pemantal]an,
evatruasl dan pelaporan, serta har:monisasi Lrrtlsan kesejahteraan
rnasyarakat.
Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

uraian tugas Kepala Subhagian sebagai berikut:
a- menyiapkan bahan pengoordinasian perlrmusan kebijakan pemerintah

daerah di bidang kepemudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata, dan
tenaga kerja, serta bidang kemasyarakatan lainnya;

b" menyiapkan bahan pengoorCinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah
daerah di bidang kepemudaan, *lahraga, kebudayaan, pariwlsata, dan
tenaga kerja, serta bidang kernasyarakatan lainnya;

c. menyiapkan Lrahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan pemerintah daerah di hidang kepemudaan, oiahraga,
keLrudayaan, pariwisata, dan tenaga kerja, serta bidang
kemasyarakatar: lainnya; ;

d. menyia.pkan bahan peiayanan administrasi penyeienggaraarl Llrllsan
pemerintah bidang kepernudaan, olahraga, kebudayaan, pariwisata,
dan tenaga kerja, serta hridang kemasyarakatan lainnya;

e. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta
mernberikan arahan dan petunjuk, baik secara lisan maupun tertulis
guna kelancaran tugas;

f. rnelaksanakan kaordinasi dengan kepa"la suLrbagia.n di lingkungan
sekretariat daerah dan instansi terkait baik secara langsung Iriaupi*ln
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk
rnengeyaluasi permasatrahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

& meiaksanakan monitoring, evaluasi d"an menilai prestasi ker.ja
pelaksanaan tugas bawahari secara berkala melalui sistern penilaian
yang tersedia;

h. membuat laporan pelaksar:aan tugas kepada atasac sebagai dasar
pengambilan kebij akan ;

i. men3.ampaikan saran dan pertirnbangan kepada atasan, hraik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang i:erlaku
sebagai bahran rnasukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyirnpangan; dan

j" melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 15
Asisten Perekonomian dan PemLrangunan

Pasal 17

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas rnembantu
Sekretarts Daerah dalarn pengcordinasian pen)rusLrnan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas trerangkat Daerah, pen)rusrlnan
kebijakan daerah dan pernantan;an dan evaLuasi pelaksanaan kehrijakan
elaerah di biclang perekonornian dan sr.:mber daya alam, administrasi
pembangurfan, dan pengaclaan barang dan jasa'
Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Asisten Perekonomian dan Pembangunarl mempunyai fungsi :

a. pengoordinasian pen3rusunan kebi.lakan daerah di bidang perekonomian
dan sumber daya alam, adrninistrasi pemba.ngulran:

b" pengoordinasian.."

Vl

iu
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b. pengoordinasian pelaksanaan tugas
perekonomian dan surnber daya aJarn,

Perangkat Daerah di bidang
administr"asi pernbangunan, dan

pengadaan barang dan jasa;
c. pen3rusltnan kebijakan daerah di bidang pengadaan barang dan jasa;
d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengadaan barang dan jasa;
e. pernantauan dan evaluasi petraksanaan kebijakan daerah terkait

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yarlg tidak diinginkal, dan
faktor yang rnempengaruhi pencapaian tujuan kebijakan di tridang
perekonomian dan sumber daya atram, administrasi pembanglrnan; dan

f" pelaksanaan fungsi lain -:ral.lg ditrerikan oieh Sekretaris Daerah yang
berkaitan dengan tugasnya.

(3) Untuk rnelaksanakan tugas pokok dan fllngsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (i) dan ayat {2}, uraian tugas Asisten Perekonomian dan Pemkrangunan
sehagai hrerikut :

a. m.engoordinasikan penJrusunan kebijakan daerah di hriciang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pembangunan;

b. mengoordinasikan petraksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, admi.nistrasi pernbangunan, dan
pengadaan Lrarang dan jasa;

c. merrl/tlstrn kebijakan daerah di bidang pengadaar: barang dan jasa;
d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

pengadaan bara.ng dan jasa;
e. memantau dan mengevaiuasi peiaksanaan kebijakan daerah terkait

pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak diinginkan, dan
t'aktor yang rnempengan:hi pencapaian tujuan kebijakan di bidang
perekonomian dan sumber daya alam, administrasi pernbangunan;

f. menyiapkan pelaksanaan perntrinaan administrasi dan pembangunan
serta sumber daya aparatur di bidang perekonomian dan: sumber daya
alarn, administrasi pernbangunan dan pengadaan barang dan jasa;

g. mernbantu Sekretaris Daerah dalarn filerrgoordinasikan Perangkat
Daerah terkait sesuai lingkup tugasnya;

h. menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang*unrtrangan ;

i. mengarahkan tugas Kepala Bagian sesuai lingkup tugasnya baik secara
iisan maupun tertulis guna kelancaran pelaksartaan tugas;

j" melaksanakan koordinasi dengan kepaia Perangkat Daerah/instansi
terkait baik secara langsung manpun tidak iangsung untuk
mendapatkan masukan, infcrmasi serta untuk mengei/aluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

k. rner-umuskan bahan kebi.jakan petraksanaan Lrrusan pemerintahan
daerah yang berkaitan dengan tridang tugas Bagian Perekonomian dan
Sumber Daya A1arn, Bagian Pembangunan dan Bagian Pengadaan
Barang dan jasa;

1. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas harvahan secara berkaia melalui sistem penilaian
yang tersedia;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebij akan ;

n. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan-r baik iisan
mauplrn tertulis l,rerdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksartaan tugas dan lrntuk
rnenghindari penyirnpa"ngan; dan

o. melaksanakatr tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

{4} Perangkat...
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(4) Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Asisten Perekonomian dan
Fembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} sebagai berikut:
a. Dinas Pekerjaan Urnurn clan Penataan" Ruang;
b. Dinas Perurr:.ahan Rakyat dan Kawasan Fernuki.man
c. Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah;
d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan ?erpadu Satu Pintu;
e. Dinas Pertanian;
f. Dinas Perikanan;

Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
Dinas Ketahanan Pangan;
Dinas Lingkuiega.n Hidup;
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan; dan
Badan Perencanaan Pemkrangunan Daerah.

Paragraf L6
Bagian Perekonomian, dan Surnber Daya Alam

Pasal 1"8

Bagian Perekonornian, dan Sumber Daya Alam dipirnpin oleh Kepala
Bagian yang mempunyai tugas pokok memkrantu Asisten Perekonornian
dan Pembangunan dalarn melaksanakan pengoordinasian perurriusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah,
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi perekonomian,
dan perencanaan dan pengawasan ekcnomi mikro kecil. serta di biclang
surnber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan, surnber daya alam
pertambangan dan lingkungarr hidup, da-n sumLrer daya alarn energi dan
air.
Untuk melaksalakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (tr),
Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempLrnyai fi;ngsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perunltrsan kebijakan daerah di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekcnomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikrr: kecil
serta di hridang sumbrer daya alarn pertanian, kehutanan, perikanan,
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sr.rmber
daya alarrr energi dan air;

b. penyiapan bahan pengoordinasi.an petraksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan
distribusi perekcnomiam, dan perencanaan dan pengarvasan ekonomi
rnikro kecil serta di bidang sumber daya alarn pertaniar:, kehutanan,
perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup,
dan sumber daya aiann energi dan air;

c. penyiapan hahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mernpenga,ruiri pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan
distribusi perekonomian, dan perencanaan dan pengawasa.n ekonomi
mikro kecil serta di hidang sumber daya alarn pertanian, kehutanall,
perikanan, sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup,
dan susrLrer daya alarn energi dan air; dan

d. pelaksaaan fungsi iain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian dan
Pembanglrxlan yang berkaitan dengan tugasnya"

CTb'

h.
:l.

j.
k.

(1)

(2)

(3) Untuk...
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{3) Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dan ayat {2), uranan tugas Kepala Bagian sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan pengoordinasian perumlrsan kebijakan daerah di

bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecii
serta di bidang sumber daya alarn pertanian, kehutanar], perikanan,
sumber daya aiam pertarnbangan dan lingkungElrl hidup, dan surnber
daya alam energi dan air;

b- menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pernbinaan BUMD dan BLUD, pengendaiian dan
distribusi perekonornian, dan perencariaan dan pengawasan ekonomi
mikro kecii serta di bidang sumber daya alam pertanian, kehutartarl,
perikanan, sumber daya alarn pertamLrangal dan lingkungan hidup,
dan sumber daya alam energi dan air;

c" menyiapkan penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang
tidak diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tr"rjuan
kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan
distribusi perekonomi€rn, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi
mikro kecil serta di bidang sumber daya alarn pertanian, kehutanan,
perikanan, sumber daya alam pertarnbangan dan lingkungan hidup,
dan sumtrer daya alam energi dan air;

d. mempelajari dan rnengkaji peraturan perundang-undangan di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, pengendatrian dan distribusi
perekonnmian, dan perenca.naan dan pengawasan ekonorni rnikrc kecil
serta di bidang surnber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan,
surnber daya alam pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber
daya alarn energi dan air, guna mendukung kelancaran pelaksanaan
tugas;

e. menyiapkan bahan pelaksanaan pernhinaan administrasi di bidang
pembinaan BUMD dan BLUD, pengendalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasan ekonomi mikro kecitr
serta di bidang sumber daya alar;r pertanian, kehutanan, perikanan,
sumber daya alam pertamtrangan dan lingkr.rngan hidup, dan sumber
daya alam energi dan air;

f. menJralsun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan
di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, pengenclalian dan distribusi
perekonomian, dan perencanaan dan pengawasa.n ekonomi rcikro kecil
serta di bidang sumber daya alam pertanian, kehutartafl, perikanan,
sumber daya alam pertambangan dan lingkungan hidr.lp, dan sumber
daya alam energi dan air berdasarkan peraturan perundang-undangan
sebagai bahan arahan operasional sesuai dengan peraturaa perundang-
undangan sebagai pedoman operasional kegiatan;

g. merurnuskan program kegiatan Bagian berdasarkan hasil evaluasi
kegiatan tahun sebelumnS.a dan per aturan perundang-undangan ;

h" melaksanakan koordinasi dengan Kepaia Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan masukan, inforrnasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yarfig rnaksimal;

i. mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk dan
bimbingan baik lisan maupun tertulis gllna meningkatkan kelar:caran
pelaksanaan tugas;

j. mengevatruasi pelaksanaan kegiatan Bagian dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporal
kepada atasan dan kebijakan tindak lanjut;

k. rnelaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala rnela-lui sistern penilaian
yang tersedia;

1. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengambilan kebijakan;

m- menyampaikan...
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m. menyampaikan sarafl dan pertimbangan kepacia atasan secara lisan
mal-rpun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
rnenghindari penyimpangan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 17
Subrbagian Pernbinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi

Perekonomian
Pasal 19

Subtragian Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi
Perekonomial dipimpin cleh Kepala Sutlbagian yang memplrnyai tugas
pokok membantu Kepala Bagian Perekonomian, dan Sumber Daya Alam
dalam penyiapan perlrmusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan,
peiaksanaan pembinaan Ll&ultrrl, pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi
penyLrsuflan pemetaan Llrlrsan pemerintahan, pen),Lrsunan norma,
standar, prosedur, dan kriteria penyeienggaraan Llrusan pernerintahan,
pelaksanaan, pemantarrarl, evaiuasi dan pelaporan, serta harmonisasi
Urusa-n Pernbinaan BU&,ID dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi
Perekoncmian"
Untuk melaksanakan tugas pokok sekragaimana dirnaksud pad"a ayat {1},
Kepala Sr":bbagian rflempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyiapkan dan men3rusun krahan dan data serta analisa di bidang

Pembinaan BUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribusi
Perekonomian;

b" menyiapkan dan menyuslln bahan perumusan kebijakan di bidang
Pembinaan EUMD dan BLUD, Pengendalian dan Distribrusi
Perekonomian;

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan
kegiatan Pernbinaan BUMD dan BLllD, pengendalian dan distribusi
perekonomian;

d" men3,'usun trahan pen)-usunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman
Ltlrlllm kegiatan pernbinaan BUMD cian BLUD, pengendaiian dan
distribusi perekonomian ;

e. rnenyiapkan bahan dan melaksanakan pemantauan dan evaltlasi serta
pelaporan di bidang Pembinaan BUMD dan BLUD pengendalian dan
distr:ibusi perekonomian;

i memfasilitasi dan pembinaan di bidang pfmbinaan BUMD da:r BLUD
pengendalian dan distribusi perekonornian.

g. melakukan analisa perkemhangan dan pencapaian kinerja BUMD dan
BLUD;

h. mempela,ja.ri dan mengkaji pera"turan perundang-undangan Pembinaan
BUMD dan BLUD, pengendal,ian dan distribrusi perekonomian untuk
mendukung ketrancaran peiaksanaan tugas;

i. rnenyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan adrninistrasi Pernbinaan
BUMiD dan BLUD, pengendaiian da-i: riistribusi perekonornian;

j. mernbagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta
rnemi:erikan arahan dan petunjuk, baik secara lisan mallpun tertulis
gtrna kelancaran tugas;

k. rnelaksanakan koordinasi dengan Kepala Subhagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah rian instansi terkait baik secara langsung rnarrpun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk
mengevaluasi permasa-lahan agerr diperoieh hasil kerja yang optimal;

i. rneiaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas Lrawahan secara b,erkala melalui sistem penilaian
Yang tersedia; 

m. memLruat...

(2)
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m" membuat laporan peiaksanaan tugas kepada ata.san sebagai dasar
pengambiian kebijakan;

n. menyampaikan saran Can pertimbar-rgan kepada at"asan, baik iisan
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang beriaku
sehagai t-rahan masukan gllna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
rnenghindari penyimpangan; dan

o. melaksanakan tugas keCinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 18
Subtragian Perekonornian

Pasal 20

Subbagian Perekonornian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
memplrnyai trlgas p<lkck mernLrantu Kepala Bagian Perekonoi-nian, dan
Sumber Daya Alam dalarn penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan
kebijakarr, pelaksanaaR pemtrinaan umurn, pelaksanaafl koorCiriasi eian

fasilitasi penyusunan pemetaan uru.san pemerintalnart, penyllsunan
norrna, standar, prosedur, dan kriteria penyetrenggaraan urusan
pemerintahan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, serta
harmorrisasi urltsan Pariwisata, koperasi, usaha mikro kecil dan
menengah, perindr-rstrian dan perdagangan.
{-}ntuk melaksanakan tugas ptlkok sebagairnana dimaksud pada ayat (1},

Kepa-la Subbagian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. men5rusun bahan dan data serta analisa pengemLrangan pariwisata,

koperasi, usaha mikro kecil. dan rnenengah, perindustrian dan
perd,agangan;

b. menyusun bahan perumlrsa.n kebijakan pengembanga"n pariwisata,
koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, perindustrian dan
perdagangan;

c. melaksan*k*r, kogrdinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan
kegiata* pengembangan parivrisata, koperasi, usaha mikro kecil dan
rnenengah, perindustrian dan perdagangan;

d. menl'usun ba.harr pen3ruslrnari petunjuk pelaksanaan dan pedoman
Ltmlim pengernir**g*"r pariwisata, koperasi, usaha mikro kecii dan
menengah, perindustrian dan perdagangan;

e. meiaksan*k"t pemantaman, evaluasi dan pelaporan pengembangan
pari*,isata, koperasi, usaha rnikro kecil dan menengah, perindusirian
dan perdagangan;

f. mernfasilitasi dan pembinaan
koperasi", usaha rnikro kecil
perdagangan;

cli bidang pengembangan pariwisata,
dan menengah, Perindustrian dan

g. membagi tugas kepada bawaha-* sesuai dengan bidang tugasnya serta
rnemberikan arahan dan petunjr-rk, haik secara lisan mallpun tertuiis
guna kelancaran tugas;

h. rnelaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung rnaupLin
iidak langsung ur:tuk mendapaikan informasi, masukan, serta untuk
mengevaluasi perrnasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

i. rnelaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksa.naar: tugas bawahan secara berkaia rnelaiui sistern peniiaian
yang tersedia;

j" *"rik.r*t laporan pelaksanaan tugas kepada atasac sebagai dasar
pengambilan kebij akan:,

k. menyampaikan saran Carr pertirnbangan kepada atasan, traik lisan
maupun tertuiis berdasarkan kajian dan ketentuan 3'al:lg berlaku
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
rnenghindari penyimPangan; dan

1. rneiaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan"

()\

Paragraf 19"..
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Paragraf 19
Subbagian Sumber Daya Ai.am

Pasal 21

Subbagian Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
mernpunyai tugas pokok mernbantu Kepaia Bagian Perekonomian, dan
SurnLrer Daya Aiam dalam penyiapan perumusan kebijakan, peiaksanaart
kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, pelaksanaan koordinasi dan
fasilitasi penJrusunan pernetaan urllsan pernerintaha"n, perr)'llsunan rtorlala,

standar, 
-prosedur, clin kriteria penyelenggaraan urusan pernerintahan,

peiaksanaan, pernantalran, evaluasi dan pelaporari, Serta harmonisasi
Ur,1**11 tridang sumber daya aiam pertanian, kehutallan' perikanan,
sumber daya al.am pertambangan dan lingkungan hidup, dan sumber daya
alam energi dan air.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Kepala SubLragiar] mernpunyai uraian tugas sebagai berikut:
a. menyu*..r1 bahan dLn Caia serta analisa Ci hidang sr-rmber daya aiam

pertanian, kehutanan, perikanan, surnber daya alam pertambangan
dan lingkungan hidup, dan sumber caya alam energi dan air;

b. **rry.rJon bahan p*i**r*an kebijakan riaerah di bidang sumber daya

aiarn pertanian, kehgtanan, perikanan, surnber daya alarn
pertarnLrarrgan dan iingkungan hidup, dan surnber daya alam energi

dan air;
c. melaksanakan koord.inasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan

kegiatan e1i bidang sr:mber daya alam pertanian, kehutanan, perikanan,
*rrLb." daya aiam pertarnbangan dan lingkungan hid'up, dan sumber
daya alam energi dan air;

d. **"r1,,r*rr. bahal penJrusunan petunjuk pelaksanaan dan pedornan

,r*r* kegiatan di bidang sumtrer daya alarn pertanian, kehutanan,
perikanan, sumber daya Li** pertarnbangan dan iingkungan hidup,
dan sumber daya alarn energi dan air;

e. melaksanakan pernantauan dan evaluasi serta petraporan di bidang
sumber d,aya alim pertanian, kehutana*, perikanan, surnber daya alam
pertambangan darr lingkungan hidup, dan sumber daya alarn energi

dan air;
f. memfasilitasi dan pembinaan di bidang sumber daya alam pertanian,

kehutanan, perikanan, surnber Caya alam pertambangan dan

iingkrrngan hid.up, dan surnber da3'a alam energi dan air;
g. *.1*f.*ltitasi kegiatan di bidang di bidang sumber daya alam pertanian,

kehutanan, p.iik*rr*r, surnk:er daya alam pertambangan dan
iingkungan hidup, dan sumber: daya aiam energi dan air;

h. membagi tugas kepada hawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta
memberikai ara}rin dan petunjuk, baik secara lisan marrpun tertulis
guna keiancaran tugas;

i" Lelaksanakan koordinasi dengan Kepala Subtragian di Lingkungan
Sekretariat Daeratr dan instansi terkait baik secara iangsung mallpull
tidak langsung untuk mendapatkan infcrmasi, masukan, serta untuk
mengevaJ.La*i pe.rtoasalahan a-geLf diperoieir hasii kerja yang optirnai;

j. rneia]<sanakari- rnonitoring, ?valuasi dan menilai prestasi kerja
pelaks arLaarr tugas bawahan secara berkala n:e1a1ui sistem penilaian
yang tersedia;

k. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengarnbilan kebij akan ;

i. *.Jy**paikan **rn dan pertimbangan kepada atasan, baik iisan
manpun tertr:lis berdasarkan kajian dan ketentuan ya1rrg beriaku
sebalai bahan rnasukan guna kelancaran peiaksanaan tugas dan untuk
menghindari PenYirnPangan; dan

m. meiaksanakan tugas.kedinasan lain sesuai dengan perintah atasasr'

t2)
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Paragraf 2O
Bagian Administrasi Pembangunan

Pasal 22

Bagian Adrninistrasi Pembangunan dipimpin Kepala Bagian yalrg merniliki
tugas pokok rnembantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam
pengoordinasial perumusan kebijakan, pengoordinasian pelaksanaan
i rg** Perangkat Daera.h, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
dairah di bidang penyusunan program, pengendaiian program, evaluasi
dan pelaporalrr.
Untuk rneiaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada ayat {1},
Bagian Administrasi Pembanguna.n lrempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang penlrn-rsuriari prograrn, pengendalian prcgram, evaluasi dan
pelaporan;

U. pen$iapan bahan pengoorCinasian peiaksanaan tugas Perangkat-nr..6f, 
di bidang penyusunan program, pengendalian program,evaluasi

dan pelaporan;
c. penyrapan bahan pemantauan dan evaluasi petraksanaan kebijakan

daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, darnpak yarl.g tidak
diinginkan, faktoi yang mempengaruhi. pencapaian tujuan kebijakan di
bidang pen)"usunan program, pengendalian program, evaluasi dan
peiaporan;

d. pelaksanaan fungsi iain yang diberikan oleh asisten perekonomian dan
pembangufian yang berkaitan dengart tugasnya-

i3i Uniuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) dan ayat (2), uraian tugas Kepala Bagian sebagai berikut:
;. penyiapan bahan pengoordinasian perumrxsan kebijakan daerah di

tia"rrg penyuslrnan program? perigendalian prograrn dan evaluasi dan
pelaporan;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Ferangkat
bu."rah dibidang penJrusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan PelaPoran;

c. penyiapan bahan perna-ntaman dan evaluasi peiaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dar fakior yang mernpengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di biciang penyusunan program, pengendalian program dan
evaluasi dan PelaPoran;

d" mempeiajari d*"r^ mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang
pen1rusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan
guna mendukung kelancara-n pelaksanaan tugas;

e. Lenyiapkan bahan petraksanaan pembinaan administrasi di bidang
penJrusurran program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan;

f. mengoordinaiikan uqrsan rormalt tangga daeratr di bidang progi'arn,
pengendalian progratrn, evaluasi dan pelapora-n;

g. merltmuskan program kegiatan Bagian berdasarkan hasil evaluasi
kegiatan tahurr setrelurnnya dan peraturan perundang-undangan ;

fr. metaksanakan koordi.nasi dengan Kepala Bagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait haik secara langsung malrpun
tidak iangsung untuk mendapatkan masukano infarrnasi serta uniuk
mengevaliasi fermasalahan algar diperoleh hasil kerja yang maksirnai;

i. melaksanakan pernbinaan teknis dan administratif di bidang
penjrusunan program, pengendalian program, evaluasi dan pelaporan
terdasarkan peraturan peiundang-undangan sebagai bahan araha-n

operasional sesuai kebijakan ya11g ditetapkan oieh Bupati;
j. mengarahkan tugas tawahan dengan memberikan petunjuk dan- 

bimbingan baik lisan maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran
pelaksanaan tugas; 

k- mengevaluasi...
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mengevaluasi petraksanaan kegiatan Bagian dengan cara rnengukur
pencapaiari prograrn kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
kepada atasan dan kebrijakan tindak lanjut;
metraksanakan rnonitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melaiui sistem peniiaian
yang tersedia;
menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengarnhrilan kebijakan;
menyarnpaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara trisan

maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan gltna kelancaran peiaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyirnpangan; dan
meiaksanakan tugas keclinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragrat 2L
Subbagian Penyusunan Program

Pasal 23

Subbagian Penlrusunan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
membantu Kepala Bagian Administrasi Penttrangunan dalarn penyiapan
perr-rmltsan pernhrinaan kebijakan, pelaksa,naan kebijaka.n, pemantauan
dan evaluasi bidang Penyusunan Prograrn.
Untuk rnelaksanakan tugas pokok sehragairnana dirnaksud pada ayat {1),
uraian tugas Kepala Subbagian sebagai Lrerikut:
a. rnenJrusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan program

pembangunan daerah;
b. menyr-rsun trahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan prograrn

pernbangunan daerah;
c. menlru$Ltn pedornan, petunjuk teknis dan petunjuk peiaksanaan

pen1ruslrnan program perntiangunan daerah;
d. inelaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan

kabupaten kota lain serta pihak swasta Calarn rangka penJrusunan
sinergitas prografil pembangunan daerah;

e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi daiam rangka per{ruslrnar}
program pembangunan daerah;

f. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka
mengembangkan akses pemtranguna"n daerah;

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pen5rusunan prcgraln
pembangunan d.alain rangka mengui:angl resiko dan kenigian pihak
iain dalam rangka kelancaran program pemtrangr-lnan daerah;

h" melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan prograrri pembangunan
daerah;

i. mengoordinasikan pen)rusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah {RPJPD}, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

{RPJMD} dan Rencana Kerja Pernerintah Daerah {RKPD) serta
instrumen pendukung perencariaan lainnya, seperti Pohon Kinerja,
indikatar }iinerja Utama dan lainnya;

j. rnemLragi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tr:gasnya serta

memberikan-arahan dan petunjuk, baik secara lisan rnallpun tertr"llis
guna kelancaran trigas;

k. melaksanakan kaoidinasi dengan Kepala Subbagian di Lingkr:ngan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait traik secara iangsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan inforrnasi, masukan, serta untuk
mengevaiuasi lermasatrahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

1. rneiaksanakan monii.oring, evaiuasi dan meniiai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian

Yang tersedia; 
rn- mernbuat...
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membuat iaporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengarnbilan kebij akan;
menyampaikan saran dan pertirnbangan kepada atasan, baik lisan
mampun tertulis berdasarkan kajian dan ketrntuan yang Lrerlaku
sebagai bahan masukan g*na kelancaran pel.aksa{Laart tugas dan untuk
menghindari penyimpangan; dan
melaksanakan tr-rgas kedi.nasan lain sesuai dengan perintah atasan.

n.

0.

Paragraf 22
Subbagian Pengendalian Progral'n

Pasal 24

(1) Subbagian Penlrusunan Pengendalian Prograrn dipirnpin oleh Kepala
Subba[ian yang rnernpunyai. tugas pokok mernbantu Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan da.lam pengendalian pen-lrrxusalr kebijakan,
petraksanaan keh,ijakan, pemantauan dan evaluasi dalam bidang
penJrusrinan pen gendalian pro gram pernban gu fiarr.

(2) t;ntuk rnelaksarakan tugas pokok sebagairnana dineaksud pada ayat {1},
Kepa.la Silbbagian mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a. menJrusull rencana kegiatafl pengendalian program pembangunan;
b. menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangUnan yaflg

diselenggarakan oieh pemerintah maupun sw.asta agar pernbangunan
sesua,i dengan program pembangunan daerah;

c. menyusur-- p*do*a*, petunjuk teknis dan peiunjuk pelaksanaan
p**La*grtt*tt d,a-tra-rn rangka pengendalian prCIgram pembangunan
daerah;

d. melaksanakan koordinasi dengan Lrerbagai pihak dalam rangka
mengurangi tingkat resika dan kerugian akibat pelaksariaan program
pembangunan baik oieh pemerintah maupun swasta;

e. *."rg*.rJaiikan sinergitas program pembangunan baik oleh lernbaga
pernerintah maupun sr.v-asta;dan

f. melaksanakan pernbinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian
pelaksanaal] program pemtrangunan'

g.meiakukan penJrusr-lnan norma, standar, prosedur, dan kri.teria
penyelenggaraan urusan pemerintahan, pelaksanaan, pernantauan,
pengauraian, serta harrnonisasi tujuan dan Sasaran pembangllnan;

h. meiaksanakan pema,ntauan kegiatan pengendalian program
pernbangunan daerah;

i. mernbagi tugas keparla bawahan sesuai dengar: bidang tugasny-a serta

memberikan arahin dan petunjuk, baik secal'a lisan mampun tertulis
guna kelancaran tugas;

j. melaksan aka* k*oidinasi dengan Kepala Subbagi*n di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait Llaik sfcara langsung ffraupul1

tidak langsung untuk rnendapatkan informasi, rnasukan, serta untuk
mengevaliasi !u.*^*"lahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

k. melaksanakan rnonitoring, evah-tasi dan rnenilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas hrawahan secara trerkala melalui sistern peniiaian
yang tersedia;

1. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengarnbiia"n kebij akan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, braik lisan
maupltn teril.rlis b,erd.asarkan kajian dan ketentuan yang krerlaku

sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tl"rgas dan untuk
menghiadari PenYimpangan; dan

n. melaksanakan tugas ked.inasan lain sesuai dengan perintah atasafl"

Paragraf 23...
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Paragraf 23
Subbagian Evatruasi dan Pelaporan

Pasa-l 25

(1) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang
mernpunyai tugas pokok mernbantu Kepala Bagian Adrninistrasi
Pembangunan dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporal-i perumllsan
kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pemantauan dan eva-luasi dalarn bidang
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangl"lnan.

(2) Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

uraian tugas Kepatra Sr.lLrtragian sebagai berikut :

a. mer{&rslrn rencana monitoring dan pelaporan program pernbangunan
daerah;

b" melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program
pembangunan daerah;

c. rnenJmsun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
monitoring dan evaluasi pelaksanaan prograrn pernbangunan daerah;

d. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi d,alam ra:rgka pelaksanaan
rnonitori.ng dan evaluasi prograrn pernbangunan daerah;

e. mencatat, men1rustln rekomendasi dan rnenindaklanjuti hasil temuan
r:nonitoring dan evaluasi program pemtrangunan daerah;

f. mengolah dan menyajikan data hasil evaiuasi pelaksalaan prCIgram
pembangunan daerah

g. mengolah dan menyajikan data hasil pelaksanaan program
pernba-ngunan da-erah baik yang diiakukan Pernerintah
Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah KabupatenfPropinsi, Pemerintah
Pusat dan lernbaga lain yang dilaksanakan di kabupaten karo;

h. menyLlsun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan perumlrsan
kebijakan prograrn pembangunan daerah;

i. membagi tugas kepada Lrawahan sesuai dengan bidarrg tugasnya serta
memberikan arahan dan petr.rnjuk, baik secara lisan mauprm tertulis
guna kelancaran tugas;

j. rnelaksanakan koordinasi dengan Kepala SuLrbagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk rnendapatkan informasi, masukan, serta untL-lk
merrgevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yarrg optimal;

k. rnelaksanakan rnanitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkatra melalui sistem penilaian
yang tersedia;

i. mernbuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebij akan;

m. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, baik lisan
maupgn tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan rnasukan guna kelancaran pelaksarlaan tugas dan untuk
menghindari penyirnpangan; dan

n. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 24.."
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Paragraf 24
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

PasaL 26

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin oleh Kepala Bagian yang
membantu Asisten Perekonomian dan Pembanguna-r-r mempunyai tugas
pokok meiaksanakan penyisprt perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian perlrmusan kebrijakan daerah, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, peiaksanaan pemantauan dan
eyaluasi di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa.
Dalam melaksanakan tugas pokok sehagaimala dimaksud pada ayat {1},
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa merrpunyai fungsi:
a. penyiapan bahan perumusan kehijakan daerah di bidang pengelolaan

pengadaan barang dan jasa, pengeiolaan layanail pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang pengelolaan pengadaan bara"ng dan jasa, pengeloiaan layanan
pengadaan secara eiektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dal jasa;

c. penyiapan bahan pengoordinasian peiaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pengelolaan pengadaan batang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pernbinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa.;

d. penyiapan bahan pernantauan dan evah.rasi pelaksanaan kehijakan
daerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengeloiaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa; dan

e. pelaksanaan frlngsi lain yang di berikan oleh Asisten Perekonornian dan
Pembangunan"

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) uraian tugas kepala Lragian sebagai berikut:
a. rnenyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan

pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
eiektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian perunrlisan ket-rijakan daerah di
bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengeiolaan layanan
pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan
barang dan jasa;

c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang pengelolaal pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
layanan pengadaan secara elektronik, pembinaan dan advokasi
pengadaan barang dan jasa;

d. rnenyiapkan bahan pemantaman dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
d"aerah terkait pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan
iayanan p*rtgad*an secara elektronik, pembinaan dan advckasi
pengadaan krarang dan jasa;

e. melaksanakan tugas sebagai kepala unit layanan pengadaan;
f. menyelenggarakan pengk4iian bahan kebi.jakan umum bagian

pettgadaan barang dan jasa meliputi pembinaan, pelaksanaan, dan
pengembangan sistem informasi;

g. meriyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi layanan pengadaan barang
dan jasa terhadap satuan kerja Perangkat Daerah;

h. rnenyelenggarakan penJrusurian rencarta kerja dan anggaran serta
kegiatan petet c"t aan dan pengendaiian Bagian Pengadaan Barang dan

Jasa;
i. menyelenggarakan. "'

(3)
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menyelenggarakan pengumpulan serta pengolahan data dan bahan

pr.r*.ruJi kebijakan Pemerintah Daerah di bidang peiayanan

pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
**riy"t*.rggarakan pen1rusg.nan ped.oman kebijakan serta petunjuk
teknis p*tUf,*an, pengendalian dan kaordinasi penyelenggasaarlr

perneriniahan daerah di bldang pengad"aan barang dan jasa Pemerinta"h

pengendalian terhadap penyelenggaraan
pengadaan barang dan jasa Pernerintah

ctb'

h.

Daerah;
mengadakan pembinaan dan
pemerintah daerah di bidang
Daerah;
rnenyelenggarakan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat

Daerah dan instansi lainnya dalam rangka pelaksalaan kebijakan
Pemerintah Daerah, Pernerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat di
bidang pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
*".ryJ""rggarakan p"*bi"t**r, dalam rangka mewujudkan tertib
ad.ministrasi datam pelaksanaan kegiatan kedinasan subbagian-
Subbagian di iingkungan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;

melakukan r.t ili*i* - terhadap peimasal at.an'permasalahan teknis

manajerial yang dihadapi oleh Bagian Pengadaan Barang dan Jasa guna

mencarikan jatran keluar atau solusinya;
memirnpin du.., mengkoordinasikan seluruh kegiatan lingkup unit
layanan pengadaan;
,rorrg**isi ieluruh kegiatan pengadaan barang dan jasa di unit
layanan pengadaan;
menjamin keamanan dokumen pengadaan;
meliksanakan pengemhra-ngan d*tt- pembinaan Sumber Daya Mamrsia

i.

k.
1.

di unit iayanan Pengadaan;
m. perrem pitun1p.miniahaa/ pemberhentian anggota Kelompok Kerja

unit layanan Pengadaan;
n. memp.tu";u.oi ;"" rnengkaji peraturan perundang-undangan di bidang

p*rrg"io1*.n pengadaan 
- 

h-arang dan jasa, pengelclaan layanan
p.n[adaar, """rri elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan

L*t*t g dan jasa guria rneadukung kelancarala pelaksanaan tugas;

o. *..ryi*pk"r, bahan peiaksanaan pernbinaan adrninistrasi di bidang
pen{elolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanart
perr[ada*n *ut"ri elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan

barang dan jasa;
p. *..rgo-ordinasikan un-tsan rumah tangga daerah di bidang pengadaan
' 

barang dan ja.sa, pengelolaan iayana-n pengadaan secara elektronik,
pernbinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa;

q. *.**uskan program tegiatan Bagian berdasarkan hasil evaluasi

kegiatan tahun- sebelumnya dan peraturan perundaag-undangan;
r. menyu.sun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan

kegiatan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengeloiaan

layanan pengadaan "."*r* Llektronik, pembinaan dan advokasi

pengadaan blrang dan jasa berdasarka.a peraturan perundang-

Lndangan sebagai 
-bah.n arahan operasional sesuai dengan peraturan

p"r,rrrd rrg-undan gan sebagai pedoman operasional ke gi atan:'

s- melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di Lingkungan
sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung malrpun

tidak langsung untuk mendapatkan masukan, inforrnasi serta untuk
mengevaluasi |ermasalahan *gu.r diperoleh hasil kerja yang maksintal;

t. melaksanakan pembinaan leknis dan administratif di bidang

pengelolaan pengadaal barang dan jasa, pengelolaen layanan

pen[aau-ar, "."** elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan

t*rt g dan jasa berdasarkan peraturag perundang-undangan sebagai

bahan *rahl* operasional sisuai kebijakan yang ditetapka* oleh

BuPati; u' mengarahkan" '
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mengarahkan tugas hawahan dengan memberikan petunjuk dan
bimbingan baik lisan maupun tertulis glrna meningkatkan keiancaran
pelaksanaan tugas;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian dengan cara mengukur
pencapaian prograrn kerja yang telah disusurt untuk krahan laporan
kepada atasan dan kebijakan tindak la-trjut;
melaksanakan monitoring, evaluasi, dam rnenitr"ai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkaia melalui sistern penilaian
yang tersedia;
menyampaikan la.poran pelaksanaan tugas kepada atasarr sebagai
dasar pengamhilan kebij akan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan secara lisan
ma.uput-r tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan maslrkan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyimpangal; dan
rnelaksanakan tugas kedinasan l"ain sesuai dengan perintah a.tasan.

Paragraf 25
Subbagian Pengeloiaan Penga"daan Barang dan Jasa

Pasal 27

Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dipirnpin oleh Kepala
Subbagian yang rnempunyai tugas pakok rnembantu Kepala Bagian
Pengadaan Barang dan "Iasa melaksanakan penJrusllnan bahan perrlbinaan
kel:ijakan umurn dan koordinasi, birnb'ingan teknis pelaku pengadaan
braranag dan jasa, ad,vokasi danf atau pendamptngan pengadaan barang dan
jasa dan pengembangan sumber day* rnanusia pengadaan barang dan
jasa.
Dalarn melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Uraian tugas Kepala Subkragian sebragai berikut:
a. melaksanakan inventarisasi paket pengadaan barang dan jasa;

b. rnelaksa::rakan riset dan analisis pasar barang dan jasa;

c. melaksanakan pen].'usu.nan strategi pengadaan barang dan jasa;

d. rnelaksanakan penyiapary dan pengelolaan dokurnen pemilihan beserta
dokr-rmen pendukung lainnya darr inf<rrmasi yang dibutuhkan;

e. raelaksanakan pemiiihan penyedia barang dan jasa;

f. melaksan akan penlu.sunarl dan pengelolaan kata-log elektronik
local/sektorai;

g. mernbantu perencanaan dan pengetrolaan kontrak pengadaan bal'ang
dan jasa pemerintah; dan

h. melaksanakan pemantauan dan rcengevaluasi pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa pemerintah;

i" membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta
mernberikan arahran dan petunjuk, baik secara lisan rrtal-]pun tertutris
guna kelancaran tugas;

j" melaksanakan koordinasi dengan kepala subtragian di lingkungan
sekretariat daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun
tidak trangsr.lng untuk mendapatkan informasi, masukal-r, serta untuk
rfi.engevaluasi permasalahan agar diperoleh hasitr kerja yang optimal;

k. metraksanakan monitoring, evah-rasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkaia rnelair*i sistem penilaian
yang tersedia;

1. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebij akan;

m. rnenyarnpaikan""'

IM.
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m. menyampaikan saran dan pertirnbangari kepada atasan, baik lisan
mauplln tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang beriaku
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyirnpangan; dan

n. rnelaksanaka.n tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 26
Subbagian Pengeloia an Lay anan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 28

(1) Subbagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Blektronik dipimpin
oieh Kepala Subtragian yang sreffrpunyai tugas pokak membantu Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan penyusunan
klahan ketrijakan umum dan koordinasi, fasiiitasi, pengelolaan sistern
informasi pengadaan barang dan jasa.

A Dalam rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dirnaksud pada ayat (1),
uraian tugas kepala Subbagian sebagai berikut:
a. melaksanakan pengelolaan seluruhr sistem inforrnasi pengadaan Lrarang

dan jasa (termasuk akun penggllna sistem pengadaan secara elektronik)
dan infrastruktr-lr*ya ;

b. melaksanakan pela3'sn*, pengadaan barang dan jasa pernerintah
secara elektronik;

c. mernfasitritasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh
sistem inforrnasi pengadaan harang dan jasa;

d. mengidentifikasi kebr-rtuhan pengernbangan sistem informasi;
e- melaksanakan pengembangan sistem infcrrmasi yang dibutuhkan oieh

unit kerja pengadaan barang dan jasa;

f. melaksanakan pelayanan infarmasi pengadaan Lrarang dan jasa
pemerintah kepada fflasyarakat luas;

g. mengelola inforrnasi kcntrak;
h. mengelola inforrnasi manajemen barang dan jasa hasil pengadaan;

i. melaksanakan pemantauan dan menger/aluasi pelaksanaan pelayanart
pengaCaan baralg dan jasa pemerintah secara elektronik;

.j" rnernbagi tugas kepada krawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta
memberikan arahan dan petunjuk, baik secara lisan rnaupun tertulis
guna kelancaran tugas;

k. melaksalakan koordina.si dengan kepala subbagian cii lingkungan
sekretariat daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk rnendapatkan informasi, masukan, serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optirnai;

1. melaksanakan manitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara }:erkala rnelalui sistem penilaian
yang tersedia;

m" membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan setlagai dasar
pengambiian kebijakan;

n. rnenyampaikan saran dan pertimbangafl kepada atasan, baik Lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan guna kelancara,n pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyi.mpangan; dan

r]. rnelaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintal: atasan.

Para:graf 27...
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Paragral 27
Subbagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Ba-rang dan Jasa

Pasai 29

Subbagian PemLrinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa dipimpin
oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas pckok membantu Kepala
Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dalam melaksanakan penyusunan
bahan kebijakan umum dan koordinasi, serta pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa.
Daiam rnelaksanakan tu.gas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Uraian tugas Kepaia Subkragian sebagai berikut:
a. melaksanakan pernbinaan bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa

pemerintah, terutama para pengeiola pengadaan barang dan jasa dan
personel unit kerja pengadaan barang dan jasa;

b. melaksanakan pengelaiaan manajemen pengetahuan pengadaan barang
dan jasa;

c. melaksanakan pembinaan
kepentingan;

hubungan dengan para pemangku

d. melaksanakan pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan unit
kerja pengadaan barang dan jasa;

e. melaksanakan analisis beban kerja unit kerja pengadaan baraag dan
jasa-;

t. rnelaksanakan pengelolaan pei:sonil unit kerja pengadaan barang dan
jasa;

g. melaksanakan pengerabangan sistem insentif personel unit kerja
pengadaan barang dan jasa;

h. memfasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara
elektronik;

i. melaksanaka.n pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang
dan jasa pernerintah;

j. melaksanakan bimbingan teknis, pendampingan, da*f atau_ konsultasi
proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan
pemerintah kabupaten, dan desa;

k. melaksanakan bilnbingan teknis, pendampingan, danl atau konsultasi
penggunaan seluruh sistern informasi pengadaan barang dan jasa
pernerintah, antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-rnone\r, SIKAP;

l. melaksanakan layanan penyelesaian sengketa kontrak rnelalui rnediasi;
m. menyiapkan bahan pemantauan dan evatruasi pelaksanaan kebijakan

daerah bidang Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
n. rnelaksanakan pemantauan dan r&engevaluasi pelaksanaan Pembinaan

dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa
o. membagi tugas kepada hawahan sesuaj dengan bidang tugasnya serta

memberika-n arahan dan petunjuk, baik secara lisan maupluL tertulis
guna kelancaran tugas;

p. melaksanakan koordinasi clengan Kepala Suhtragian di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan inforrnasi, rnasukan, serta untuk
menge\raluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan rnenilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yang tersedia;

r. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sehagai dasar
pengambilan kebijakan ;

s. rnenyarnpaikan sarari dan pertimbangan kepada atasan, baik iisan
mal-rplin tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyimpangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan"
Paragraf 28.."
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Paragraf 28
Asisten Adrninistrasi Umurn

Pasal 3O

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah daiam penyusunan kebijakan daerah, pelaksanaan kehijakan,
pengoordinaslan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan pemantauan
dan evaluasi pelaksana.an kebijakan daerah di bidang ulnlt1ll, organisasi,
protokol dan komunikasi. pimpinan dan Perencanaan dan keuangan.
Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Asisten Adrninistrasi Urnum rnernpunyai fungsi :

a. pen1rusunan kebijakan daerale di bidang organisasi;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang Lrmr-trn, protokol dar' kornunikasi

pimpinan dan Perencanaan dan keuangan;
c. pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang

organisasi;
d. penyiapan pelaksanaan pemantaual dan evaluasi di bidang umum,

organisasi, protokotr dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan
keuangan;

e. pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan da-erah di hridang
organisasi;

f. penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan ASN pada instansi
daerah; dan

g. peiaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah dibidang
tlmlrm, organisasi, protokoi dan komunikasi pirnpinan dan
Perenca.naan dan ker.rangan yang herkaitan dengan tugasnya.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagairnana dimaksud pada
ayat {1) dan ayat {21, uraian tugas Asisten Administrasi sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan bidang urusan perencanaan, penelitian dan

pengembangan, Keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
inspektcrat, perpustakaan dan kearsipan;

b. men5rusun kebijakan daerah di bidang organisasi;
c. rnengoordinasikan pelaksanaan prograrn bidang uflisarr perencanaan,

penelitian dan pengembangan, Keuangan, kepegawaian, pendidikan dan
peiatihan, inspektorat, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan
inforrnatika, statistik dan persandian;

d. memberikan pelayana* administrasi bidang un"rsan perencanaan,
penelitian dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan
pelatihan, inspektorat, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi clan
informatika, statistik dan persandian;

e. meiakukan pernantauan, dan evaluasi bidang urusan perencanaan,
penelitian dan pengernbangan, kerlargan, kepegawaial, pendidikan dan
peiatihan, inspektorat, perpustakaa"n dan kearsipan, komunikasi dan
informatika, statistik dan persandian;

f. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Bagian Llrnrtm, Bagian
Organisasi, Bagian Protokol dan Kornunikasi Pirnpinan dan
Perencanaan dan Keuarrgan;

g. melaksanakan rnonitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bagian
tJmum, Bagian Organisasi, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
dan Perencanaan dan Keuangan;

h. rnenyiapkan pelaksanaan pemtrinaan adminstrasi dan pembangunan
serta. sumber daya aparatur di bidang urLrsan perencanaan, pertelitian
dan pengembangan, keuangan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan,
inspektorat, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan informatika,
statistik dan persandian;

i. rnembantu Sekretaris Daerah dalam mengoordinasikan Perangkat
Daerah terkait sesuai lingkup tugasnya' 

,. menjabarkan...

0
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j" menjabarkan perintah atasan melalui pengkajian permasalahan dan
peraturan perundang-undangan ;

k. mengarahkan tugas Kepala Bagian sesuai iingkup tugasnya baik secara
lisan rnaupun tertulis guna kelancaran petraksanaan tugas;
melaksanakan. koordinasi dengan kepala Perangkat Daerah/instansi
terkait baik secara langsung mal-lpun tidak langsung untuk
mendapatkan masukan, informasi serta untuk mengevaluasi
permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

1. merumuskan bahan kebijakan pelaksanaan urusan pemerintahan
daerah yang berkaitan dengan bidang tugas tsagian llmlttrn, Bagian
Organisasi., dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta bagian
Program dan keuangan;

m. melaksanakan monitoring,
peLaksanaan tugas bawahan
yang tersedia;

evaluasi dan menilai prestasi kerja
secara berkala melalui sistem penilaian

n- membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebij akan;

o. menyampaikan saran dan pertimbangaa kepada atasan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksa;r\aaLfi tugas dan untuk
menghindari penyimPangan; dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

F) Perangkat Daerah yang dikoordinasikan Asisten Adrninistrasi Umum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Inspektorat Daerah;
b. Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
c. Badan Kepegawaian Daerah;
d. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan; dan
e" Dinas Kornunikasi dan Informatika'

Paragraf 29
Bagian Umum

Pasal 31

Bagian Urnum dipirnpin oleh Kepala Bagian yang mempunyai tugas pokok
*"*b*ntu Asisten Administrasi Umum dalam melaksanakarr penyiapan
pelaksanaan kehijakan dan pernantan:an dan evaluasi di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dal rurnah tangga.
Untut< rnelaksanakan tugas pokok sebagairnana dimaksud pada- ayat (1),

Bagian Umura mempunyai fungsi :

a penyiapan trahan pelaksanaan kebijakan di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rlmah tangga;

b. pe.ryi*par. bahan pelaksanaal-i pemantauan dan evaluasi di bidang tata
usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga;

c. p.rr.r***an k6nsep kebijakan di bidang tata usaha pirnpinan, staf ahli
ar* kepegawa.ian, perlengkapan dan rumah tangga Lrerdasarkan
peraturan pemndang-undangan ;

d. pelaksanaan pengelolaan adrninistrasi perkantoran yang rneliputi
kegiatan tata usaha umum, persuratan, kepegawaian dan kearsipan
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat*rapat
dinas;

e. pemantauan dan Pengendalian kegiatan, pengurusan rumah tangga,
perlengkapan I perbekalan, pengelolaan barang inventaris, pengamanan
kantar, dan kebersihan lingkungan Kantor Bupati, Wakil Bupati, dan
Sekretariat Daerah;

f. pembinaan...
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f pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan, pengurusan rt'mah tangga,
perlengkapan I perbekalan, pengelolaan baran g inventaris, pengamanan
kantor, dan kebersihan lingkungan Kantor tsupati, Wakil Bupati, dan
Sekretariat Daerah; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Umurn yang berkaitan dengan tugasnya"

(3) Untuk melaksanakan tugas pokak dan fungsi sebagaimana dimaksud
pada ayat {1) dan ayat {21, uraian tugas Kepala Bagian sebagai herikut :

a- rnenyiapkan bahan pelaksanaan keLrijakan di bidang tata usaha
pimpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;

b. menyiapkan batran pelaksanaa-n pemantauan dan evaluasi di bidang
tata usaha pimptrrarr, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan
rumah tangga;

c. merumuskal knnsep kebijakan di bidang tata usaha pirnpinan, staf ahli
dan kepegawaian, perlengkapan dan rrrmah tangga berdasarkan
peraturan perundang-undangan ;

d menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang tata
usaha pirnpinan, staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan rumah
tangga;

e. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran yang meiiputi
kegiatan tata usaha urrrum, Fersuratan, kepeganvaian dan kearsipan
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat
dinas;

f. rnemantau dan rnengendalikan kegiatan, pengurusan rurflah tangga,
perlengkapan/ perbekalan, pengelolaan barang inventaris, pengafilanan
kantor, dan kebersihan tringkungan Kantor Bupati, Wakii Bupati, dan
Sekretariat Daerah;

g. mernbina dan mengoordinir kegiatan, pengu"rusan rumah tangga,
perlengkapanl perhekalan, pengelolaan Lrarang inventaris, pengarnanan
kantor, dan kebersihan lingkungan Kantor Bupati, Wakil Bupati, dan
Sekr:etariat Daerah;

h. mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang
tata usaha pimpurtar4 staf ahli dan kepegawaian, perlengkapan dan
rumah tangga dan regulasi sektcral terkait lainnya guna mendukung
kelancaran pelaksanaan tugas;

i" merurnuskan program kegiatan Bagian Umum berdasarkan hasil
evaluasi tahun sebelurnnya dan peraturan perundang-undangan;

.i. menJrusun petunjuk pelaksanaat dan petunjuk teknis penyelenggaraan
kegiatan di bidang tata usaha pimpinan, staf ahli dan kepegawaian,
perlengkapan dan rumah tangga;

k melaksanakan koordina.si dengan Kepala Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait haik secara langsung ma.lrpun
tidak langsung untuk mendapatkan masukan, informasi serta untuk
mengevaluasi peranasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

i. melaksanakan pemLrinaan teknis dan adrninistratif berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional
sesuai kebijaka* yang ditetapkan oieh Bupati;

fiL mengarahkan tugas bawahan sesuai bidang tr.rgasnya baik secara lisan
maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;

h. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
kepada atasan dan kebijakan tindak lanjut;

i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas hrawahan secara trerka-l.a melalui sistern penilaian
yang tersedia;

j. membuat laporan pelaksanaan tugas
pengambilan kebijakan ;

kepada atasan sebagai dasar

k. menyampaikan.."
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menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
maupun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan guna kelancararl pelaksaflaan tugas; dan
rnetraksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 30
Subbagian Tata Usaha Pirnpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian

Pasal 32

Subbagian Tata Usaha Pirnpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian rnempunyai
tugas mernbantu Kepala Bagian Umum dalarn penyiapan bahan
pengelolaan, PenSrusunan, administrasi, pemantauan dan evaluasi yang
meliputi tata usaha Llrnrtm, persuratan, kepegawaian dan kearsipan
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahii dan rapa.t-rapat
dinas"
Untuk melaksanakan tugas pakok sebagairnana dimaksud pada ayat {1},
uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut :

a" nleiaksanakarl pengelolaa.n adrninistrasi perkantorac -Yang meliputi
kegiatan tata usaha urnu$1, persuratan, kepegawaian dan kearsipan
Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;

b. menyiapkan bahan pernar'ltauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah bidang pengelolaan adrninistrasi perkan-rtoran yang meliputi
kegiatan tata usaha Ltmufil, persuratan, kepegawa,ian dan kearsipan
Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-
rapat dinas;

c" melaksar:akan pemantauan dan evaluasi di bidang pengeloiaan
administrasi perkantoran yang meliputi kegiatan tata usaha umtlm,
persuratan, kepegawaian dan kearsipan Sekretaris Daerah, Asisten
Sekretaris Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;

d. mer:nbagi tugas kepada bawahan sesuai derrgan bidang tugasnya serta
mernberikan arahan dan petunjuk, braik secara trisan maupun tertuiis
gurra kelancaran tugas;

e. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terka t baik secara langsung rnallpun
tidak langsung untuk mendapatkan i"nformasi, masukan, serta untr-rk
rxengevatruasi permasalatran agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

f. melaksanaka& monitoring, evaluasi darr rnenilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistern penilaian
yang tersedia;

g. mernbuat laporan peiaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

h. menyarnpaikan saran dan pertirnbangar:, kepada atasan, baik iisan
mauputl tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sel:agai bahan masukan guna kelancaran peiaksanaan tugas dan
untuk rnenghindari penyirnpangan; dan

i. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 31
Subbagian PerlengkaPan

Pasal 33

(U SuLrbagian Perlengkapan mernpunyai tugas mernbantu Kepala Bagian
Umurn dalam penyiapkan bahan perurnLrsafl kebijakan, koordinasi,
pernbinaan, da,n pengendaLiat kegiatan di bidang Perlengkapan

(2) Untuk...
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A Untuk melaksanakan tugas pakok sebagaimana dimaksud pada ayat {1},
uraian tu.gas Kepala Subbagian sebagai berikut :

a rnelaksanakan kebijakan penganranan, pemeliharaan sarana dan
prasaraxa serta rnenjaga kehersihan kantor di lingkup sekretariat
daerah;

b. metraksanakan kebijakan penga.d.aan perle*gkapan Bupati, Wakil
Bupati, dan Sekretariat Daerah;

c. melaksanakan kelrijaka.n pengelalaan, penggunaan, pengendalian dan
pemeliharaarl kendaraa* dinas Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat
Daerah serta kendaraan dinas *rperasicna-tr dan seura kendaraan;

d. rnelaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarafla, menjaga
kebersihan dan pemeliharaa-n Rr-imah Oinas Bupati, Wakil Bupati, serta
rurnah dinas Sekretaris Daerah;

e. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung
kegiatan Bupati, Ufakil Bupati, dan Sekretaris Daerah;

f, mengatur dan mencatat penggunaan ruang kantor, ruang
pertemuan/rapat, jarabur pemkaLr Katro, dan op*rasicnal kendaraan
dinas di lingkungan Kantor Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat
Daerah;

g. rnelaksanakan pemeliharaa.n gedung dan taman di lingkungan rurnah
dinas Bupati, Wakil Bupati, Jarnbr.lr Pernkab Karo, dan gedung
Sekretariat Daerah agar tercipta iingkr"r.ngan kerja yang rapi, indah, dan
nYarnan;

h. rneiaksanakan kegiatan kebersihan dan pengelolaan sampah sekitar
gedung ka.ntor, ruang kerja, jarnbur pernkab Karo, dan taman di
lingkungan Kantor Bupati, Wakil Bupati, dan Sekretariat Daerah agar
tercipta lingkungan ker.la yang bersih;

i. meiakukan pengal-nanan inventaris Kantor Bupati, \#akii Bupati, dan
Sekretariat Daerah;

.j. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah bidang Perlengkapan;

k rrrei.aksanaka:r pemantauan da* rnengevair.ra"si pelaksanaan bidang
Perlengkapan;

1. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta
memberikan arahan dan petunjuk, baik secara lisan maupLln tertutris
gr-lna kelancaraa tugas;

rrr- rnelaksa"nakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di Lingkungan
Sekretariat Daera,h dan instansi terkait baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan infcrmasi, masukan, serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil keqja yang optimal;

n. melaksanakan rnonitoring, evaluasi dan rnenilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahall seca.ra berkala rnelatrui sistem penitraian
yang tersedia;

o" rnembuat lap*rarr pelaksanaan tugas kepada atasa.n seb,agai dasar
pengarnbiian kebij akan;

p. rnenyampaikan saran dan pertirnbarlgall kepada a,tasan, baik lisan
rnalrpun tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yafig trerlaku
seba-gai Lrahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyinlpangan; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 32
Subbagian Rumah Tangga

Pasai 34

(1) Subbagian. Rumah _ langga _ dipimpin - oleh - Kepala Subhagian - Iang
mempuny"i 1*S?: pokok membantu Kepala Bagian dalam pelyiapap bgh*
perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian kegiatan
di bidang rurnah tangga.

{2} Untuk...



40

P, Untuk melaksanakan tugas p<lkok sebagaimana dix:raksud pada ayat {1},
u.raian tugas Kepala Subbagian Rumah Tangga sebagai berikut :

a melaksanakan Lrrusan n-rmah tangga Bupati dan Wakil Bupati serta
Sekretaris Daerah;

b. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan minuman
untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah Daerah dan
rapat-rapat;

c. menyiapkan perlengkapan dan sarana prasarana sesuai keperluan
untuk menunjang kegiatan pimpinan daerah dan pejabat daerah pada
acara peresmiall, parrreran, dan kunjungan kerja di wilayah daerah;

d. rnen3riapkan bahan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kehijakan
daerah bidang rr-rrnah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepaia Daerah
serta Sekretaris Daerah;

e. melaksanakan pemantan:an dan rnengevatruasi pelaksanaan bidang
rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daeratr serta Sekretaris
Daerah;

f. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta
memherikan arahan dan petunjuk, haik secara lisan maupun tertulis
guna kelancaran tugas;

g. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung rnauplrn
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, rnasukan, serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

h. melaksanakan rnonit*ring, evalua.si dan menilai prestasi kerja
petraksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yang tersedi.a;

i. membuat traporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebij akan ;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, baik lisan
maupurl tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan glrna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyimpangan; dan

k rnelaksanakan tugas kedinasal lain sesuai dengan perintah atasac"

Paragraf 33
Bagian Organisasi

Pasal 35

Bagian Organisasi dipimpin oleh Kepala Bagian yang mempLlrlyai tugas
pokok rnemhantu Asisten Adrninistrasi Umum dalam merumuskan
Kebijakan daerah, pengoordinasian perLrmusan kebijakan daerah,
pengoordinasi.an pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang keiembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, kinerja dan reformasi
birokrasi.
Untuk metraksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
Bagian Organisasi rnempunyai fungsi :

a. penyiapan bahan peruimLrsan kebijakan daerah di bidang kelembagaan
dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana serta kinerja
dan reforrnasi birokrasi;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang ketrembagaan dan ana-lisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja dan reforrnasi birokrasi;

c. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan ttlgas Perangkat
Daerah di bidang kelemhagaan darr analisis jaLratan, pelaS'anan pubiik
dan tata iaksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

J.
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d. penyiapan...
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d. penyiapan bahan pernantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksala serta kinerja dan reformasi birokrasi; dan

e. pelaksanaan fungsi iain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
Umum.

Untuk rnelaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat {1) dan ayat {2}, uraian tugas Kepala Bagian sebagai berikut :

a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana
serta kinerja dan refnrmasi birokrasi;

b. menyiapkan bahan pengoordinasian perllrnusan kebijakan daerah di
bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata
laksana serta kinerja da-n reformasi birokrasi;

c. menyiapkan bahan pengoordinasian peiaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang kelemhagaan dan analisis jabatan, petrayanan publik
dan tata iaksana serta kinerja dan refarrnasi birokrasi;

d. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi peiaksanaan kebija-kan
daerah di bidang kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik
dan tata laksana serta kinerja dan reformasi birokrasi;

e. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang kelembagaan dan
analisis jabatan, pelayanan pubtrik dan tata laksana serta kinerja dan
reformasi birokrasi;

f. rnengarahkan dan memantau pelaksanaan kebi.jakan daerah di bidang
kelernbagaan da:r analisis jabatan, pelayana:r pubiik dan tata iaksana
serta kinerja dan reformasi birokrasi;

g. menyiapkan pen)rusunan rancangan Peraturan Daerah dan
Peraturan/Keputusan Bupati yang berkaitan dengan bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana
serta kiner.ja dan refarmasi birokrasi;

h. mempelajari dan mengkaji peratural perundang-unCangan di bidang
kelernbagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan tata laksana
serta kinerja dan reformasi birokrasi, serta regulasi sektoral terkait
trainnya guna kelancaran pelaksan.aiaft tugas;

i. menyiapkari bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
kelembagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan traksana serta
kinerja dan reformasi birokrasi;

j. Mengoordi.nasikan i-Irusan di bidang kelembagaan dan analisis jabatan,
peiayanan publik dan tata laksana serta kinerja dan reformasi
birokrasi;

k. merumuskan program kegiatan Bagian Organisasi berdasarkan hasil
evaluasi kegiatan tahun sebelumnya dan peraturan perundang-
undangan;

1. rrlenyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis penyelenggaraan
kegi"atan sebagai bahan arahan dan pedornan operasional sesuai
dengan peraturan perundang-undangan;

m. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung fiLaupun
tidak langsung untr.lk rnendapatkan rnasukan, inforrnasi serta untuk
mengeva-luasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang maksimal;

n. melaksanakan pembinaan teknis dan administrative di hridang
kelernbagaan dan analisis jabatan, pelayanan publik dan laksana serta
kinerja dan reforrnasi birokrasi;

o. mengal'ahkan tugas bawahan dengan rnemberikan petunjuk dan
bimbingan baik lisan manpun tertulis guna meningkatkan kelancan:an
pelaksanaan tugas;

p. rnengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian dengan cara mengukur
pencapaian prCIgram kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
kepada atasan dan kebijakan tindak lanjut;

q. melaksanakan...
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q. rnelaksanakan monitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bav,,'ahan secara berkala melal.ui sistern peniiaian
yang terserlia;

r. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
dasar pengamLrilan kebijakan;

s. menyampaikan saran dan pertimba.ngan kepada atasan baik lisan
maupull tertulis berdasal'kan kajian dan ketent.r.ran yang berlaku
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaa.n tugas dan untuk
menghindari penyimpangan; dan

t. melaksanakan tugas kedinasan iain sesuai dengan perintah atasan.

Pa-ragraf 34
Subbagian Kelemhagaan dan Analisis Jabatan

Pasal 36

(1) Sr-rbbagian Kelemhragaari dipimpin oleh Kepa-la Subbagian yang rnempunyai
tugas membantu Kepatra kragian dalam meiaksanakan penyiapan brahan
perumusan kebijakan, koordinasi, evaluasi, pernbinaan, pengendalian
kegiatan di bidang kelembagaan dan anaiisis jahatan"

l2J Untuk rnelaksanakan tuga"s sebagaimana dimaksud pada ayat {1}, uraian
tugas Kepala Subbagian Kelernbagaan sebagai. trerikut :

a. menyiapkan bahan pen1ruslrnan struktur organisasi dan kerja {SOTK};
b. menJrutsun bahan koordinasi perurriu.san tugas dan fun"gsi jabatan

organisasi Ferangkat Daerah;
c. ffIeftylr"srln bahan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah dan unit

pelaksana teknis Daerah;
d. merr1ruslln Standar Kornpetensi Jabatan {SKJ};
e. menJrusun analisis.jabatan, analisis beban kerja, dan evaluasi jaLratan;

f. menyusun kajian akademik terhadap usulan penataan organisasi
Perangkat Daerah; dan

g. rnen5rusun pro{il kelernbagaan Perangkat Daerah;
h. menyiapkan bahan pemantauan dan eva,h-lasi pelaksanaan kebijakan

daerah Lridang kelernbagaa* dan analisis jabatan;
i. melaksanakan pen:.antauan dan mengeva-luasi pelaksanaan bidang

kelernbagaan dan analisis jabatan;
j. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta

memberikan arahan dan petunjuk, baik secara lisan mar'rpl-tn tertulis
$una kelancaran tugas;

k. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagiat di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan irrstansi terkait baik secara langsung rnanpun
tidak iangsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasii kerja yang optimal;

1. melaksanakan rnonitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas hanvahan secara berkala melalui sisten: penilaian
yang tersedia;

m. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pe ngarnbilan keLrij akan ;

n. rnenyanrpaikan saran dan pertirnbangan kepada atasan, baik lisan
mamplrn tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
setragai bahan masukan guna kelancaran peiaksanaart tugas dan untuk
menghindari penyimpangan; dan

o. rneiaksanakan tugas kedinasan train sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf...
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Paragraf 35
Subbagian Peiayanan Pubrlik dan Tata laksana

Pasal 37

Suhrbagian tata laksana dipirnpin oieh secrang Kepala Subbagian yang
memplrnyai tugas pokok mernbantu kepala hagian daiam penyiapan bahan
perllmusan ketrijakan, koordinasi, evaluasi, pernbinaan, dan pengendalian
kegiatan di bidang ketata laksanaan dan pelayanan publik.
Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), uraian tugas Kepala Sr"ibbagian sebagai berikut :

a. meny.usrrll pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja,
metode kerja, prosedur kerja, da-n pola huhungan kerja;

b. menyiapkan trahal pembinaan serta bimbingan teknis di bidang
ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerjalPerangkat
Daerah di lingkungan Pernerintah Daerah;

c. meiaksanakan sosialisasi darr fasilitasi penJruslrnan Standar Pelayanan
Pubiik;

d. menghimpun dan memfasilitasi Standar ()perasional Prosedur (SOP)

yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;
e. menyiapkan krahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;
f metraksa.nakan koordinasi dan fasilitasi in*vasi pelayanan pul:lik;
g. menyiapkan bahan pemantauan dan evaiuasi pelaksanaan kebijakan

daerah bidang petrayanan pubiik dan tata laksa.na;
h. melaksanakan pernantan-ran dan mezrgevaluasi pelaksanaa:r bidang

peiayanan publik dan tata laksana;
i. rnembagi tugas kepada bawahan sesuai dengan hidang fi.rgasn3'a serta

memberikan arahan dan petunjuk, baik secara lisan maupun tertuiis
guna kelancar,an tugas;

j. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Suhbagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung rnaupltn
tidak iangsung untuk mendapatkan infarmasi, rnasukan, serta unti"l"k
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

k melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawaharr secara berkala melalui sistern penilaian
yang tersedia;

L membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan setragai dasar
pengambilan kebij akan ;

ffL menyampaikan saran dan pertirnbangan kepada atasan, braik lisan
ffraupun tertutris trerdasarkan kajian dan ketentuan yang beriaku
sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyimpangan; dan

n" melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 36
Subbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

Pasal 38

Subrbagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi dipimpin
Subbagian yarig rnernpunyai tugas pokok mernLrantr.r kepaia
penyiapan bahan perllmusa.n kelrijakan, konrdinasi,
pengendalian kegiatan di kridang pendayagunaan aparatur
birokrasi.
Untuk rnelaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

oleh Kepaia
tragian dalam

pembinaan,
dan reformasi

pada ayat (1),

uraian tugas Kepala Subbagian adaiah :

a- rrienyuslln bahan Kebijakan Teknis Peningkatan Kinerja dan Refbrmasi
Birokrasi;

b. merrJrusun hahan laporalr kinerja instansi pernerir-rtah {LKjIP}
Kal:upaten;

c. rnerrJrusun...
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merryusun road map refCIrmasi birokrasi;
melakukan fasilitasi. pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah {SAKIP);

e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.;

f. melakianakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi.

g. rnembagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta
mernberikan arahan dan petunjuk, baik secara lisan maupun tertulis
guna ketrancaran tugas;

h. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di Lingk*ngan
Sekretariat Daerah dan insta-nsi terkait baik secara langsung mallpun
tidak trangsung untuk rnendapatkan inforrnasi, masukan, serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;

i. meiaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yang tersedia;

j. rnernh;uat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;

k menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, baik lisan
malrplrn tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yarrg berlaku
sebagai bahan masr.lkan guna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
rnenghindari penyimpangan ; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 37
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Pasal 39

Bagian Protokol dan Kornunikasi Pimpinat dipimpin oieh Kepala Bagian
yang mempunyai tugas pokok membantu Asisten Administrasi Umurn
dalam melaksanaka-n penyiapan pelaksanaal kebijakan, pengoordinasian
pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan evaluasi
pelaksanaan kebijakan daerah. di bidang protokol, komunikasi pimpinan
dan dokumentasi.
Untuk melaksanakan tugas pakok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai fungsi :

a" penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
komunikasi pimpinan dan dokurnentasi;

b" penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang protokol, kornunikasi pirnpinan dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan pemantaman dan evaluasi petraksanaan kebijakan
daerah terkait protokol, komunikasi pirnpitrarl, dan dokumentasi;

d. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Bupati, Wakil
bupati dan Sekretaris Daerah;

e. menginformasikan jadwal dan kegiatan pemerintah daerah; dan
f" rnelaksanakan koardinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati, Wakil bupati

dan Sekretaris Daerah. Dan
g. pelaksaa.an fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum

yang berkaitan dengan tugasrrya"
Untuk melaksanakan fi-rgas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksucl pada
ayat {1} dan ayat {2}, uraian tugas Kepala Bagian sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,

komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
b. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
c. rnenyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah. terkait protokol, kornunikasi pimpinan, dan dokumentasi:
d. menyiapkan...

(1)
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d. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan perlerintah
daerah
menginformasikan jadwal dan kegiatan pemerintah daerah;
melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati, Wakil bupati
dan Sekretaris Daerah.
melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
rnenyiapkan bahan pen1rusunan program, pedoman dan petunjuk
teknis pembinaan dan pengembangan protokol, komunikasi pimpinan
dan dokr"rmentasi;
mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan di bidang
protokol, kornunikasi pimpinan dan dokumentasi dan regulasi sektoral
terkait lainnya guna mendukung kelancaxart pelaksanaan tugas;
menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang
protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
merurnr-rskan prograrn kegiatan Bagi.an Protokotr dan Komucikasi
Pimpinan berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan peraturan
perundang-undangan;
men1rusun petunjuk pelaksanaan dan petunjr-ek teknis penyelenggaraan
kegiatan di triclang protokol, komunikasi pimpinan dan dokumentasi;
melaksanakan koordi.nasi dengan Kepala Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan masukan, inf,ormasi serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang <lptima,i;
meiaksaaakan pembinaan teknis dan administratif berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai bahan arahan operasional
sesuai kebijakan daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
mengarahkan tugas banr,'ahan sesuai bidang tugasnya baik secara lisan
maupun tertulis guna meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas;
mengevaiuasi pelaksanaan kegiatan Bagian dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang teiah disusun untuk bahan laporan
kepada atasan dan kebijakan tindak lanjut;

q" melaksanakan rnonitoring, evaluasi, dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan seca-ra berkala melalui sistern peniiaian
yang tersedia;

r. membuat laporan peiaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kebijakan;
menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan
matlpun tertulis berdasarkan kajian dar. ketentuan yang trerriaku
sebagai bahan masukan guna keiancaran pelaksanaan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 38
Subbagian Protokol

Pasal 4O

(1) SubLragran Protokol dipimpin oleh kepala subbagian yang mempunyai tugas
pokok rnembaltu Kepala Bagian daiam melaksartakan, menyiapkan dan
menginformasikan bidang protokoler.

(2) Untuk melaksa.nakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat {1),
uraian tugas Kepala Subbagian sebagai berikut:
a. rnelaksanakan protokoler dalam rangka penyarnbutan tamu pemerintah

daerah;
b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;
c. menyiapkan bahan inf,ormasi acara dan jadwal kegiatan Bupati, Wakil

bupati dan Sekretaris Daerah;
d. mengkoordinasikan dan menginformasikan jadwal dan kegiatan

pemerintah daerah;
e. melaksanakan...

e.
f.
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e. melaksanakan koardinasi dan fasilitasi kegiatan Bupati, Wakil irupati
dan Sekreta:'is Daerakr;
menyiapkan bahan pernantauan
daerah Lridang keprotokolan;
rnelaksanakan pernantaxara darl

dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

merlgevah-rasi pelaksanaan bidangC'
b"

h.

1.

keprotokolan;
membagi tugas kepada bawahan sesr.lai dengan hridang tugasnya serta
membeikan arahan dan petunjuk, baik secara lisan filaupu11 tertuiis
guna kelancaran tugas;
melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;
melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara Lrerkala rnelatrui sistem penilaian
yang tersedia;
mernbuat laporan pelaksanaan tugas kepa'da atasan sebagai dasar
pengambitran kebij akan;
rnenyarnpaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, baik lisan
maupull tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan guna keLancara::r pelaksanaan tugas da-n untuk
menghindari penyimpangan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain sesr-rai dengan perintah atasan.

Paragraf 39
Subbagian Komunikasi dan Dokumentasi Pirnpinan

Pasal 41

Subbagian Kornunikasi dan Dokumentasi Pimpinan dipirnpin oleh Kepala
Sr"lb,bagian yang rnernpunyai tugas pokok meml:antu Kepala Bagian dalam
penyiapan bahan perrmr-lsan kebijakan, koordinasi, pernbinaan, dan
pengendatrian kegiatan di bida.ng Komunikasi dan Dokurnentasi Pimpinan.
Untuk rnelaksanakan tugas pokok seLragaimana dirnaksud pada ayat (tr),
uraian tugas KepaJa Subbagian sebagai berikut:
a. menjalin hubungan dengan berhagai pihak terkait pelaksanaan fungsi

juru bicara pimpinan daerah;
hr. rnemberi r"nasukan kepada pirnpinan daerah tentang penyampaian

inforrnasi tertentu;
c. rnernberikan informasi dan penjelasan kepada pihak-pil:ak terkait

sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan;
d. mengirnpun dan mengolah inforrnasi yang bersifat penting dan

mendesak sesuai kebutr:han Bupati, Wakil bupati dan Sekretaris

f
I.

Daerah;
menJrusun naskah sambutan dan pidato Bupati, Wakii bupati dan
Sekretaris Daerah;
mendokumentas kan kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris
Daerah;

g" men5rusun notr.rlensi rapat Bupati, Wakit bupati dan Sekretaris Daerah;
h. memfasitritasi peliputan uredia terhadap kegiatan Bupati, Wakil bupati

dan Sekretaris Daerah;
i. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah bidang komunikasi dan dokr.rrnentasi pirnpinan;
j. rnelaksanakalr pemantan-ran *an rnengevaluasi pelaksanaan bidang

komunikasi dan dokumentasi pirnpinan;
k. merxrbagi tugas kepada banna-han sesuai denga,rl bidang tugasnya serta

memberikan arahan da* petunjuk, klaik secara lisan malrpun tertulis
guna kelancaran tugas;

1. melaksanakan...

J.

u
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o.

p-

i. melaksanakan kqrordinasi dengan Kepala Suhhragian di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk
mengevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optirnal;

m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem peniiaian
yang tersedia;

n. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilan kehijakan;
rnenyampaikan saran dan pertimhangan kepada atasan, baik lisan
malrplrn tertulis berdasarkan kajian dan ketentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan gllna kelancaran pelaksanaan tugas dan untuk
menghindari penyi mrpan.ga fi; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 4O
Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 42

Bagian Perencanaan dal Keuangan dipimpin oleh Kepala Bagian yang
mempunyai tugas pokeik membantu Asisten Administrasi Urnl"rm dalam
melaksanakan penyiapan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, dant pemantauan
dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di hidang perencanaall,
keuangan dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bagian Perencanaal, Keuangan dan Pelaporart mempunyai fungsi :

a penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

b. penyiapal bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di tridang perencanaan, keuangan dan pelaporall;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebi.jakan, darnpak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempeagaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang perencanaan, keuanga.n dan pelaporan;

d. pelaksanaan administrasi bidang perenca.naan, keuangan dan
pelaporan; di lingkungan sekretariat daerah;

e. pelaksanaan adrninistrasi perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati
serta lingkungan Sekretariat Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi train yang diberikan oleh Asisten Administrasi Umum
yar,g berkaitan dengan tugasnya.

Untuk meLaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat {2}, uraian tugas Kepala Bagian sebagai berikut:
a. menyiapkan bahan pengoordinasian perLrmusan kebijakan daerah di

bidang perencanaan, keuangan dan pelapararL;
b. rnenyiapkaa bahan pengoordinasian peiaksanaan tugas Perangkat

Daerah di bridang perencanaan, keuangalr dan pe}aporan;
c. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan

daerah terkait pencapaian trrjuan kehijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kekrijakan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;

d. menyiapkan Penlrusuna.n Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja
(Renja) Tahunan, Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen
Pelaksanaan Anggaran {DPA} pada Sekretariat Daerah;

e. menyiapkal Penyusunan Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKjIP), Laporan SPIP, Evaluasi Rencana Kerja dan Laporan
Keuangan Sekretariat Daerah;

I menyelenggarakan.".

(1)
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menyetrenggaraka& penatallsahan keuangan, barang milik daerah dan
sistem pengendalian internal pada Sekretariat Daerah;
mengoordinasikan teknis pengeioiaan administrasi keuangan dan
anggaran, pen'lbinaan dan fasilitasi anggaral di lingkungan sekretariat
daerah;
mernpelajari dan rnengkaji peraturan perundang-undangan di bidang
perencarraa.n, keuangan dan pelaporan dan regulasi sektoral terkait
lainnya gurna rnendr"-rkung kelancararl pelaksanaan tugas ;

menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan admi.nistrasi di bidang
perencanaan, keuangan dan peiapCIran;
mengoordinasikan pelaksalaan kegiatan di bida*g perencanaan,
keuangan dan pelaporan berdasarkan peraturan pen-rndang-undangan;
merurmrskan program kegiatan Bagian Perencanaan dan Keuangan
berdasarkan hasil evaluasi tahun sebelumnya dan peraturan
perundang-undangan;
merrJ.'uslln petunjuk pelaksanaall dan petunj uk teknis penyelenggaraan
kegiatan di bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan;
melaskanakan pengadministrasi.an bidang perencariaan, keuangan dan
pelaporan; di lingkungan sekretariat daerah;
metraskanakan pengadministrasian perjalanan dinas Bupati dan Wakil
Bupati serta lingkungan Sekretar:iat Saerah;
rnelaksanakan koordinasi dengan Kepala Bagian di lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait traik secara langsung mallpun
tidak langsung untuk rnendapatkan masukan, inforrnasi serta untuk
mengevatruasi permasalahan agar dipenoleh hasil kerja yang aptimal;
melaksanakan pembinaan teknis dan administratif berdasarkan
peraturan perundang-undangan sebagai bahan aral:.ane operasional
sesuai kebijakan daerah yang ditetapkan oieh Bupati;
mengarahka-n tugas Lrawa-han sesuai bidang tugasnya baik secara lisan
mar,rplrn tertulis guna meningka.tkan kelancaran pelaksanaan trtgas;
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Bagian dengan cara mengukur
pencapaian program kerja yang telah disusun untuk bahan laporan
kepada atasan dan kekrijakan tindak lanjut;
melaksanakan rnonitoring, evaluasi, dan rnenilai prestasi kerja
peiaksanaan tugas hawahan secara berkala melaiui sistem penilaian
yang tersedia;
memLruat traporan pelaksatraan tugas kepada atasan setragai dasar
pengamLrilan kebij akan ;

menyarripaikan saran dan pertirnbanga.n kepada atasan baik lisan
maupun tertulis krerdasarkan kajian dan ketentuan yang berrlaku
sebagai hahan rnasukan guna kelancaran pelaksarraan tugas; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

t.

Paragraf 4 1

Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
Pasai 43

SubLragian Perencanaan dan Pelaporan dipimpin oleh kepala subbagian
yang mernpunyai tngas pokok rnernbantu Kepala Bagian daiam
melaksanakan, menyiapkan dan menginformasikan bidang perencanaan
dan pelaporan.
Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

uraian ttlgas Kepala Sutrkragian sehagai berikut:
a. menyiapkan hrahan pen3rusllrran perencanaa-$ Sekretari.at Daerah yang

meliputi penJrusunan rencana strategis (Renstra), rencana kinerja
{Renja} tahunan, rencana kerja anggaran {RKA} pada Sekretariat.
Daerah;

b. menyiapkan...

p"

q.

r.

S.

11.

1/-

(1)

{2}
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ItrlytsPlan bahan fasilitasi pelaksanaan asistensi dan verifikasi RKA,
DPA, DPPA Sekretariat Daerah;
men1rusun Perjanjian kinerja Sekretariat Daerah.
men]rusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tLKjIp)Sekretariat Daerah;
menJrusun bahan Evaluasi Rencana Kerja sekretariat Daerah;
menJrusunan bahan laporan SPIP;
menJrusun bahan laporan Keuangan Sekretariat Daerah;
TenylapS?n bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah bidang perencanaan dan pelaporan;
melaksanakan pertantallarr dan mbngevaluasi pelaksanaan bidang
perencanaan dan pelaporan;

j. membagi- tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta
memberikan arahan dan petunjuk, baik secara lisan rnaupun- tertuiis
guna kelancal'an tugas;

k. melaksanakan koordinasi dengan Kepala Subbagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk

. melgevaluasi permasalahan agar diperoleh hasil kerja yang optimal;1. melaksanakan monitoring, eva-luasi dan arenilai 
- prestisi kerja

pelaksanaan tugas bawahan secara berkala melalui si-sterr penilaian
yang tersedia;

m. membuat laporan oelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengarnbilan kebij akan ;n' menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, baik lisan
m?upurr tertulis hrerdasarkan kajian dan ketentuan yang herlaku
sebagai balal rnasukan guna kelancaran pelaksanaan tLrgas dan
untuk menghindari penyimpangan; dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

Paragraf 42
Subbagian Keuangan

Pasal 44

subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala subbagian yang mempunyai
tuga_s pokok rnembantu Kepala Bagian dalam penyiapan -bakran

pglaksanaan, kooldinasi., dan pengendalian kegiatan di biaangkeuangan.
untuk melaksanrE** tugas pokok sebagaimana dimaksud pa*a ayit 1t;,
Kepatra Sutrbagian keuangan sebagai berikut :

a. melaksanakan penatausahaan keuangan sekretariat daerah;
b. melaksanakan penatausahaan barang milik daerah pada Sekretariat

Daerah;
c. melaksanakarr teknis pengelolaan administrasi

anggaran dilingkungan Sekretariat Daerah;
keuangan dan

d. melaksanakan pembinaan dan fasiiitasi aflggaran dilingkungan
Sekretariat Daerah;
melaksanakan sistem pengendalian intern;
merencanakan, rnelaksana.kan, rnengendalikan, mengevaluasi dan
melaporkan kegiatan perjalanan dinaJBupati dan Wakll Bupati serta
lingkungan Sekretariat Daerah ;
menyiapkan anggaran perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta
lingkungan Sekretariat Daerah;
menyiapkan dokumen perjalanan dinas Bupati dan Wakil Bupati serta
Sekretaris Daerah;
rnernverifikasi dokumen perjalanan dinas sebagai pertanggung
jawaban pelaksana perjalanan dinas di lingkungan Sekretariat Daerah]
mernbayarkan biaya perjalanan dinas Bupati dan wakil Bupati serta
lingkungan Sekretariat Daerah sesuai den[an ketentuan yang berlaku
men)rusun laporan penggunaan anggaran perjalanan dinas Bupati dan
Wakil Bupati serta lingkungan Sekretariat Daerah
melaksanakan pembayaran penggajian dan penghasilan lainnya di
lingkungan Sekretariat Daerah ;
melaksanakan pernbayaran penggajian dan operasional Bupati dan
wakii BuPati; 

n. rnenyiapkan...

C.

d.

e.
f.
ob.
h"
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n. menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daera"h bidang keuangan;

o. melaksarrakan perrtaratauan dan ffrengevalu"asi pelaksanaan bidang
keuangan;

p. mernbagi tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya serta^ membeiikan arahan dan petunjuk, baik secara lisa-n mauplrn tertl-ilis
guna kelancaran tugas;

q. irelaksanakan kooidinasi dengan Kepala Sutrbagian di Lingkungan
Sekretariat Daerah dan instansi terkait baik secara langsung maupun
tidak langsung untuk mendapatkan informasi, rnasukan, serta untuk
menge,rali-rasi perrnasaiahan agar diperoleh hasil ke{a yang optimal; 

.

r. rnelai<sanakarr monitoring, evaluasi dan menilai prestasi kerja
petraksanaan tugas bawahan secara berkala melalui sistem penilaian
yang tersedia;

s. irrerib.rat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar
pengambilar: kebijakan ;

t. menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan, baik lisan
maupun tertulis berCasarkan kajian Can kretentuan yang berlaku
sebagai bahan masukan gllna kelancaran pelaksanaan tugas dan
untuk menghindari penyimpangan; dan

t.l. melaksanafan tugas kedinasan lain sesuai dengan perintah atasan.

BAB III
KtrTENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pad.a saat Peraturan Bupati i.ni mulai trerlaku, Peraturan Bupati Karo Nomor
36 Tahun 2O16 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas SeBretariat
Daerah Katrupaten Karc { Berita Daerah Kabupaten Karo Tahun 2A16 Nomor
36 ) sebagairnana telah diubah dengan Peraturan Bupati Karo N-omor O5 Tahun
2Ai7 tenfang Pen-ibahan atas Peraturan Bupati Karo Nomor 36 Tahun 2016
tentang TugJs Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Sekreta-riat Daerah Kabupaten
Karc {Eerita Daera}r Kabupaten Karo Tahun ZAfi Nomor C}5} dicabut dan
ciinyatakan tidak beriaku.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggai diundangkan.

Agar setiap or:arrg mengetahuinya, rnernerintahkan peng:."rndangan Peraturan
Bupati ini dengan penernpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo'

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggai
SEKRETARIS PATEN KARO,

KAMPE KELIN PURBA,

di KaLranjahe
t't Ma ?-a*l

lTfT SEBAYANG

BBRITA DAERA}.{ KABUPATEN KARO TAHUN z}2l NOMOR L8


